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ABSTRAK 

NIRMAYANI. Dampak Efisiensi Anggaran pada Kinerja Badan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Andi Ayu Frihatni). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan efisiensi anggaran di Badan 

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pinrang, menganalisis dampak 

penerapan efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta 

mengetahui penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan efisiensi 

anggaran serta pengaruhnya terhadap efektivitas kinerja organisasi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala bidang anggaran, kasubbag 

program, staf bidang anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, serta staf penelaah teknis 

kebijakan DPRD Kabupaten Pinrang sebagai informan eksternal. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran di BKAD 

Kabupaten Pinrang dilakukan melalui pengurangan belanja operasional yang kurang 

prioritas, penghematan penggunaan fasilitas kantor, pemanfaatan teknologi digital, 

penerapan sistem Work From Anywhere (WFA), serta penetapan skala prioritas dalam 

penggunaan anggaran. Penerapan efisiensi anggaran tidak memberikan dampak 

negatif yang signifikan terhadap kinerja pegawai maupun kinerja organisasi karena 

kualitas pekerjaan dan pelayanan tetap dapat dipertahankan melalui optimalisasi 

sumber daya yang tersedia. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah telah 

mencerminkan prinsip akuntansi syariah yang meliputi amanah, kejujuran, 

transparansi, dan keadilan melalui penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang 

berlaku, penyajian laporan keuangan yang akurat, serta pelaksanaan 

pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel. 

Kata Kunci: Efisiensi Anggaran, Kinerja Pegawai, Kinerja Organisasi, Akuntansi   

Syariah. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

1. Transliterasi 

a. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ة

 Ta T Te ث

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ya ش
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 Shad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ̒ ain̒ ع
koma terbalik ke 

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ̕ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ̕ ). 
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b. Vokal  

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يْ۔َ  fathah dan ya Ai a dan i 

وْ۔َ  fathah dan wau Au a dan u 

Contoh: 

 kaifa :  كيَْفَ

 ḥaula :  حَوْلَ

c. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf 

dan Tanda 
Nama 

ى۔َب / ۔َ  
fathah dan alif atau 

ya 
Ā a dan garis di atas 

ي٘ـِ   kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas ـوُ٘ 
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Contoh: 

 māta:  مَبتَ 

 ramā : رَ مَی

 qīla:  قيِْلَ

 yamūtu:  يمَوُْتُ

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua: 

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah [t].  

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

ضَةُ الخنََّةِرَوْ   : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah 

ل٘فَبضِبَةِال٘مَديِنْةُ اَ   : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah 

 al-hikmah :  الَ٘حكِمَْة

e. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

 Rabbanā :  ربَنََّب

 Najjainā:   نَخيَّنَْب

 al-haqq :  الَ٘حَقُّ

 al-hajj :  الَ٘حَخُّ

 nuʻʻima :   نُعَّمَ

 ʻaduwwun :  عدَُوٌّ
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Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ِيّ ۔۔  ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: 

ٌ  ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby):   عرََبِيّ

 ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly):    علَِيٌّ

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ِلا

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشمَسُْ

لةَُزَ ل٘ز  لاَ   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

لفلَس٘فَةَُا  : al-falsafah 

لب٘لآِدُا   : al-bilādu 

g. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ̕ ), hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak 

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh:  

نَ تأَمرُوُْ  : ta’murūna 

وْءُ النَّ   : al-nau’ 

ءٌ شيَْ   : syai’un 

مرِتُْٲ   : Umirtu 

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
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ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), 

sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:  

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

i. Lafz al-Jalalah  ) اللّھ (  

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

 billah ببِللھِّ Dīnullah ديِنْاُللھِّ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

للھِّهُمْفِيرحَمْةَِا  Hum fī rahmatillāh 

j. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī  bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
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harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

2. Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 swt.  =   subḥānahū wa ta‘āla 

 saw.  =   ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

 a.s.  =   ‘alaihi al- sallām 

 H  =   Hijriah 

 M  =   Masehi 

 SM  =   Sebelum Masehi 

QS .../...4 =   QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 

HR  =   Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة = ص

 بدونِمكان = دو

 صلىاللهِعليهِوسلم = صهعى

 طبعة = ط

 بدونناشر = دن

 إلىآخرها/إلىآخره = الخ

 جزء = خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 
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ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam 

bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, 

maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.  

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No.  : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala 

seperti jurnal, majalah, dan sebaga.
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pengelolaan keuangan daerah merupakan instrumen utama pemerintah dalam 

mewujudkan pembangunan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada 

pelayanan publik. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki 

kewenangan luas dalam merencanakan, melaksanakan, serta 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan anggaran 

tidak lagi hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari 

kemampuan pemerintah menghasilkan manfaat nyata melalui penggunaan sumber 

daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pendekatan Value for Money 

menekankan bahwa setiap penggunaan dana publik harus mampu menghasilkan 

output dan outcome optimal sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap 

masyarakat sebagai pemilik dana publik. 

 Komitmen pemerintah dalam memperkuat pengelolaan anggaran yang efisien 

semakin dipertegas melalui kebijakan nasional, salah satunya melalui Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN 

dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut mengarahkan pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian belanja, mengurangi 

kegiatan yang kurang prioritas, serta memastikan penggunaan anggaran 

difokuskan pada program yang memberikanmanfaat langsung kepada masyarakat. 

Kebijakan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah menjadi agenda 

strategis nasional yang wajib diterapkan oleh seluruh perangkat daerah, khususnya 

instansi pengelola keuangan daerah. 

 Dalam perspektif pemerintahan daerah, penerapan kebijakan efisiensi 

anggaran menuntut perubahan pola pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan 

produktif. Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan keterbatasan fiskal 
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dengan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat. Efisiensi tidak hanya 

dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi sebagai upaya optimalisasi sumber 

daya organisasi melalui pengendalian belanja operasional, digitalisasi sistem 

administrasi keuangan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. 

Kondisi tersebut menempatkan organisasi pengelola keuangan daerah sebagai 

aktor strategis dalam memastikan kebijakan efisiensi dapat berjalan tanpa 

menurunkan kualitas pelayanan publik. 

 Selain pendekatan manajerial dan regulatif, pengelolaan keuangan publik juga 

dapat dipahami melalui perspektif nilai etika dan moral sebagaimana tercermin 

dalam prinsip akuntansi syariah. Menurut Iwan Triyuwono, akuntansi syariah 

berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip 

pertanggungjawaban menegaskan bahwa pengelolaan keuangan merupakan 

amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan kepada Allah 

SWT. Prinsip keadilan menuntut distribusi anggaran yang proporsional sesuai 

kebutuhan publik, sedangkan prinsip kebenaran mengharuskan penyajian 

informasi keuangan secara jujur dan transparan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan 

tujuan efisiensi anggaran dalam sektor publik, yaitu memastikan penggunaan dana 

daerah dilakukan secara hemat, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kepentingan 

pelayanan masyarakat. 

 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKAD) merupakan 

perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam keseluruhan siklus 

pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan keuangan daerah. Posisi tersebut 

menjadikan BKAD sebagai pusat pengendalian sistem keuangan pemerintah 

daerah sehingga keberhasilan implementasi kebijakan efisiensi anggaran sangat 

bergantung pada kinerja organisasi ini. Setiap kebijakan pengendalian belanja, 

optimalisasi pendapatan, maupun penyesuaian program kegiatan secara langsung 

berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas serta kinerja organisasi BKAD. 
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 Untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi pengelolaan anggaran 

daerah di Kabupaten Pinrang, diperlukan informasi mengenai perkembangan 

anggaran dan realisasi keuangan daerah dalam beberapa periode anggaran. Data 

tersebut dapat memberikan indikasi awal mengenai dinamika pelaksanaan 

anggaran sekaligus menjadi dasar dalam melihat bagaimana kebijakan efisiensi 

anggaran dijalankan pada tingkat perangkat daerah. Adapun kondisi anggaran dan 

realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Pinrang yang dikelola melalui BKAD 

disajikan pada tabel berikut. 

  Tabel.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran 

URAIAN 

ANGGARAN 

AWAL 

(Rp) 

PERUBAHAN 

(Rp) 

ANGGARAN 

SETELAH 

PERUBAHAN 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 

TAHUN 2024 

Pendapatan 

Daerah 
1. 466. 585. 877. 684 38. 141. 721. 722 1. 504. 727. 599. 406 1. 471. 097. 735. 127 

Belanja 

Daerah 
1. 501. 585. 877. 684 63. 509. 086. 354 1. 565. 094. 964. 038 1. 511. 435. 350. 084 

Penerimaan 

Pembiayaan 
35. 000. 000. 000 25. 367. 364. 632 60. 367. 364. 632 60. 367. 364. 632 

TAHUN 2025 

Pendapatan 

Daerah 
1. 494. 222. 777. 758 (6. 312. 653. 277) 1. 487. 910. 124. 481 1. 457. 890. 878. 942 

Belanja 

Daerah 
1. 543. 098. 395. 408 (35. 158. 521. 257) 1. 507. 939. 874. 151 1. 455. 711. 710. 258 

Penerimaan 

Pembiayaan 
48. 875. 617. 650 (28. 845. 867. 980) 20. 029. 749. 670 20. 036. 275. 227 

Sumber: Laporan Tahunan 2024-2025 BKAD Pinrang 

 Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan 

nilai anggaran setelah perubahan baik pada pendapatan daerah maupun belanja 

daerah. Realisasi anggaran pada tahun tersebut juga relatif mendekati target yang 

ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2025 terjadi penyesuaian anggaran dan 
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realisasi pada pendapatan daerah, belanja daerah, serta penerimaan pembiayaan. 

Realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah masih berada di bawah anggaran 

setelah perubahan, sehingga menunjukkan adanya selisih antara target dan realisasi 

anggaran. Perbedaan capaian antar periode ini menunjukkan adanya dinamika 

dalam pengelolaan anggaran daerah yang kemungkinan dipengaruhi oleh 

kebijakan efisiensi, perubahan prioritas pembangunan, maupun faktor 

administratif dalam pelaksanaan program kegiatan. 

 Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan variasi hasil terkait hubungan 

efisiensi dengan kinerja keuangan. Penelitian oleh Habibi, Utami & Samanto 

menemukan bahwa efisiensi pada realisasi APBD Kota Surakarta belum optimal 

meskipun pendapatan terealisasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa 

efisiensi tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian kinerja keuangan.1 

Penelitian lain oleh Bili & Siswati mengungkapkan bahwa efisiensi dan efektivitas 

anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perangkat 

daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menegaskan bahwa efisiensi dapat 

meningkatkan kinerja apabila implementasinya tepat.2 Selanjutnya, Hotimah & 

Fattah dalam penelitiannya di Kota Palu menunjukkan bahwa efisiensi belanja 

operasi dan modal memiliki implikasi langsung terhadap kinerja keuangan daerah, 

sehingga menegaskan pentingnya tata kelola anggaran yang baik.3 

 Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan efisiensi anggaran dan 

kinerja keuangan daerah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis 

kuantitatif berbasis capaian realisasi anggaran dan rasio keuangan. Kajian yang 

menelaah secara mendalam bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan 

dalam praktik organisasi serta bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan 

                                                           
1
 Habibi, Utami, and Samanto, “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah.” 
2
 Bili and Siswati, “Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-

2022.” 
3
 Hotimah and Fattah, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi Dan 

Belanja Modal Daerah Kota Palu.” 
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dirasakan oleh aparatur pelaksana masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan 

efisiensi anggaran tidak hanya ditentukan oleh angka realisasi anggaran, tetapi 

juga oleh proses implementasi kebijakan di tingkat organisasi pengelola keuangan 

daerah. 

 Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada 

dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Penelitian ini tidak hanya menilai capaian 

keuangan secara administratif, tetapi juga mengkaji bagaimana kebijakan efisiensi 

anggaran diimplementasikan serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi 

kinerja organisasi dan aparatur pelaksana. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja perangkat daerah dalam 

pengelolaan keuangan publik. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan efisiensi anggaran dilakukan di BKAD Kabupaten 

Pinrang? 

2. Bagaimana dampak penerapan efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan 

kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang menurut persepsi dan 

pengalaman pegawai? 

3. Bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan 

daerah di BKAD Kabupaten Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan  efisiensi anggaran 

dilakukan di BKAD Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk menganalisis dan memahami dampak penerapan efisiensi anggaran 

terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang 

berdasarkan persepsi dan pengalaman pegawai. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam 

pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi sektor 

publik dan manajemen keuangan daerah. Penelitian ini menambah 

pemahaman tentang bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dapat 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan pegawai dalam konteks 

pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga memperluas kajian 

mengenai hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja organisasi melalui 

pendekatan kualitatif, yang masih jarang dilakukan dalam penelitian 

sebelumnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi BKAD Kabupaten Pinrang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang 

pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan kerja BKAD 

Kabupaten Pinrang, serta dampaknya terhadap kinerja pegawai dan 

organisasi. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan 

bagi pimpinan BKAD dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan 

anggaran yang lebih efektif dan efisien, tanpa mengurangi produktivitas 

dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini juga dapat membantu instansi 

dalam memperbaiki komunikasi internal dan mekanisme partisipasi 

pegawai dalam proses perencanaan anggaran. 

b. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tambahan untuk 

memperluas penelitian sejenis di bidang akuntansi sektor publik, efisiensi 

keuangan, serta kinerja organisasi pemerintahan. Dengan pendekatan 

kualitatif yang digunakan, hasil penelitian ini dapat menjadi contoh 
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bagaimana pengalaman pegawai dan persepsi personal dapat dijadikan 

dasar dalam analisis kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini dapat 

mendorong akademisi lain untuk meneliti isu-isu efisiensi dan kinerja dari 

perspektif sosial dan perilaku organisasi. 

c. Bagi Penulis Sendiri 

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung bagi penulis dalam 

memahami proses pengelolaan anggaran di instansi pemerintahan daerah, 

khususnya dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran. Penulis juga 

memperoleh wawasan baru tentang hubungan antara efisiensi keuangan 

dan peningkatan kinerja organisasi publik. Selain itu, hasil penelitian ini 

dapat memperkuat kompetensi akademik penulis dalam bidang akuntansi 

sektor publik dan menjadi bekal pengetahuan yang bermanfaat untuk 

diterapkan di dunia kerja nantinya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Tinjauan penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat sejauh mana topik 

yang diteliti telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Bagian ini juga berfungsi 

sebagai pembanding sekaligus dasar pijakan bagi penelitian penulis, sehingga 

dapat terlihat persamaan, perbedaan, serta kebaruan dari penelitian yang 

dilakukan. Ada beberapa karya tulis terkait dengan penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri, Simatupang, Mauliza, dan Mariana 

berjudul “Evaluasi Kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah 

Daerah”. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk mengkaji 

penerapan anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mampu mendorong penggunaan 

anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Namun, masih terdapat berbagai 

kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya integrasi antara perencanaan 

dan pelaporan, keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami indikator 

kinerja, serta lemahnya koordinasi antarbagian yang menyebabkan kebijakan 

efisiensi belum berjalan secara optimal.4 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada 

pembahasan mengenai efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa efisiensi anggaran 

merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi 

pemerintah dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. 

Perbedaannya, penelitian Fitri dkk. berfokus pada evaluasi kebijakan 

penganggaran berbasis kinerja melalui metode literature review, sedangkan 

                                                           
4
 Salwa Aidilla Fitri, Reva Siti Nasywa Simatupang, Nanda Mauliza, “Evaluasi Kebijakan 

Penganggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah.” 
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penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis 

penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Selain itu, 

penelitian penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana efisiensi anggaran 

diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja 

organisasi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salman dan Ikbal berjudul “Analisis Efektivitas 

Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau dari Aspek Ekonomi”. Penelitian ini 

mengkaji efektivitas kebijakan efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan 

publik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan efisiensi anggaran mampu meningkatkan efektivitas 

penggunaan dana publik melalui pengurangan pemborosan, pengalokasian 

sumber daya yang lebih tepat, serta peningkatan kemampuan organisasi dalam 

mencapai tujuan strategis. Penelitian ini juga menegaskan bahwa perencanaan 

anggaran yang didasarkan pada prinsip ekonomi berperan penting dalam 

mewujudkan kinerja organisasi yang optimal.5 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada 

fokus kajian mengenai efisiensi anggaran sebagai salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Kedua penelitian sama-sama 

membahas pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien untuk mendukung 

tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel. 

Perbedaannya, penelitian Salman dan Ikbal lebih menitikberatkan pada 

analisis kebijakan efisiensi anggaran dari perspektif ekonomi secara umum, 

sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan efisiensi anggaran di 

BKAD Kabupaten Pinrang. Selain itu, penelitian penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan 

efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. 

                                                           
5
 Salman and Ikbal, “Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek 

Ekonomi.” 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Marsselia dan Fitriasuri berjudul “Analisis 

Persepsi Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada Ombudsman RI 

Perwakilan Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh persepsi pegawai mengenai efisiensi anggaran terhadap kinerja 

individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pegawai yang positif 

terhadap efisiensi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, 

disiplin, serta akuntabilitas kerja. Semakin baik pemahaman dan persepsi 

pegawai mengenai efisiensi anggaran, maka semakin baik pula kinerja yang 

ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.6 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada 

pembahasan mengenai hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja 

aparatur pemerintah. Kedua penelitian sama-sama menyoroti bahwa 

pengelolaan anggaran yang efisien dapat memberikan dampak positif terhadap 

peningkatan kinerja dalam organisasi sektor publik. 

Perbedaannya, penelitian Marsselia dan Fitriasuri berfokus pada persepsi 

pegawai terhadap efisiensi anggaran sebagai faktor yang memengaruhi kinerja 

individu, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada implementasi 

efisiensi anggaran dalam organisasi dan dampaknya terhadap kinerja 

organisasi secara keseluruhan di BKAD Kabupaten Pinrang. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin, Iksan, dan rekan-rekan berjudul 

“Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

di Era Digital”. Penelitian ini membahas pengaruh digitalisasi dalam proses 

perencanaan dan pengelolaan anggaran pemerintah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan sistem digital mampu meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pengelolaan anggaran melalui proses pencatatan, pemantauan, 

dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, digitalisasi juga 

                                                           
6
 Salsabil Marsselia, “Analisis Persepsi Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.” 
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membantu meningkatkan transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran 

sehingga mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah.7 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada 

pembahasan mengenai pentingnya efisiensi anggaran dalam mendukung 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kedua penelitian sama-sama 

menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien merupakan salah satu 

faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. 

Perbedaannya, penelitian Muslimin, Iksan, dan rekan-rekan berfokus pada 

penerapan digitalisasi dalam perencanaan anggaran pada tingkat pemerintah 

pusat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penerapan efisiensi 

anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang sebagai instansi pemerintah daerah. 

Selain itu, penelitian penulis lebih menekankan pada praktik pelaksanaan 

efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Ramdan berjudul “Pengaruh 

Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi anggaran, efisiensi anggaran, 

dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 

Pengelolaan anggaran yang efisien mampu meningkatkan pemanfaatan sumber 

daya secara optimal, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung pencapaian 

kinerja organisasi yang lebih baik.8 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada 

pembahasan mengenai efisiensi anggaran sebagai faktor yang berkontribusi 

terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kedua penelitian sama-

                                                           
7
 Muslimin Et Al., “Efisiensi Dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara Di Era Digital: Studi Terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal Di Indonesia Efficiency.” 
8
 Setiawan and Ramdan, “Pengaruh Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran Dan Pengendalian 

Akuntansi Terhadap Akun.” 
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sama menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dalam 

mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara optimal. 

Perbedaannya, penelitian Setiawan dan Ramdan berfokus pada pengaruh 

efisiensi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di 

Kabupaten Bandung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan 

penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis 

penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Selain itu, 

penelitian penulis lebih menitikberatkan pada gambaran pelaksanaan efisiensi 

anggaran dalam mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh. 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Teori Value for Money (VfM) 

Value for Money (VfM) merupakan konsep manajemen sektor publik yang 

menekankan bahwa penggunaan anggaran pemerintah harus memberikan nilai, 

manfaat, dan hasil yang optimal bagi masyarakat. VfM tidak hanya berfokus 

pada seberapa besar anggaran yang digunakan, tetapi juga pada kualitas 

pengelolaan anggaran tersebut dalam menghasilkan kinerja yang efektif, 

efisien, dan ekonomis.9 Dengan kata lain, VfM memastikan bahwa setiap 

rupiah uang publik yang dibelanjakan memberikan value atau manfaat yang 

sepadan, baik dalam bentuk peningkatan layanan publik, pencapaian tujuan 

organisasi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Konsep Value for Money tidak dicetuskan oleh satu tokoh tunggal, 

melainkan berkembang secara bertahap dalam literatur manajemen sektor 

publik dan keuangan global sejak dekade 1980-an, di mana publikasi akademis 

awal yang secara khusus membahasnya ditulis oleh R. Glendinning pada tahun 

1988.10 Di Indonesia, konsep ini sangat populer dan teori pengukurannya 

                                                           
9
 Silaban, Lismono, and Silaen, “Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan 

Metode Value For Money Pada Pemprov DKI Jakarta.” 
10
 Andreas Wibowo, Erwin Sukandar, Bely Utarja, Eko Nur Surachman, “Panduan Analisis 

Value For Money.” 
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banyak diadopsi dari buku-buku tata kelola keuangan sektor publik karya 

pakar akuntansi seperti Mardiasmo dan Mahmudi.11 

Konsep VfM berangkat dari prinsip dasar bahwa pemerintah, sebagai 

pengelola dana publik, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan 

bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara optimal. Hal ini 

berbeda dengan logika sektor swasta yang berorientasi keuntungan. Dalam 

sektor publik, orientasinya adalah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sehingga penggunaan anggaran harus benar-benar 

dipertanggungjawabkan.12 Oleh karena itu, VfM menjadi pendekatan yang 

mengintegrasikan aspek pengendalian anggaran, perencanaan program, dan 

evaluasi kinerja agar penggunaan dana publik dapat memenuhi standar yang 

ditetapkan. 

Dalam praktiknya, penerapan Value for Money mencakup keseluruhan 

siklus anggaran: mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan anggaran, 

pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, hingga evaluasi dan 

pelaporan.13 Oleh karena itu, VfM dapat digunakan sebagai alat untuk menilai 

apakah suatu instansi pemerintah bekerja secara produktif, hemat, dan efektif 

dalam memenuhi mandat pelayanan publik. Pendekatan ini juga relevan untuk 

menilai efektivitas kebijakan efisiensi anggaran, karena VfM memberikan 

dasar untuk memahami apakah penghematan yang dilakukan benar-benar 

menghasilkan manfaat atau justru menurunkan kualitas layanan. 

Secara keseluruhan, Value for Money dapat dipahami sebagai konsep yang 

mengintegrasikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam satu 

kerangka manajemen publik. VfM memungkinkan analisis yang lebih holistik 

terhadap penggunaan anggaran karena menghubungkan input, proses, output, 

                                                           
11
 Fitriyani Et Al., “Analisis Value For Money Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa.” 

12
 Al-Hakim and Harnovinsah, “Penerapan Konsep Value For Money Dalam Meningkatkan 

Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran.” 
13
 Djazari, “Value for Money Audit Untuk Menilai Kinerja Lembaga Sektor Publik.” 
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dan outcome secara simultan. Dengan demikian, teori ini sangat penting untuk 

menilai kualitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah, termasuk BKAD, 

yang bertugas mengelola keuangan daerah secara profesional dan akuntabel. 

VfM memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai apakah kebijakan 

efisiensi anggaran yang diterapkan benar-benar meningkatkan kinerja 

organisasi, memperbaiki layanan publik, dan memberikan manfaat nyata bagi 

masyarakat.14 

Secara umum, VfM terdiri dari tiga pilar utama, ketiga unsur ini menjadi 

indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan anggaran sektor publik.15 

a. Ekonomis (Economy) 

Prinsip ekonomi menekankan pentingnya melakukan pengadaan atau 

pembelian secara hemat tanpa menurunkan mutu. Dalam sektor publik, 

penghematan bukan berarti menekan biaya secara ekstrem, tetapi 

memastikan bahwa harga yang dibayar sepadan dengan kualitas barang 

atau jasa yang diterima. Misalnya, dalam proses pengadaan peralatan 

teknologi untuk pelaporan keuangan daerah, pemerintah harus memastikan 

bahwa pembelian dilakukan melalui mekanisme paling hemat seperti e-

purchasing atau e-catalog yang telah diatur dalam sistem Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).16 

b. Efisiensi (Efficiency) 

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output. Efisiensi tercapai 

apabila pemerintah mampu menghasilkan output maksimal dengan sumber 

daya minimal, atau mencapai hasil tertentu dengan biaya serendah 

mungkin. Dalam pengelolaan anggaran daerah, efisiensi diukur dari 

                                                           
14
 Suridiyanti et al., “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan 

Prinsip Value for Money.” 
15
 Ridwan and Anggrawati, “Konsep Value for Money: Alternatif Pengukuran Kinerja Pada 

Dinas Pekerjaan Umum Luwu Timur.” 
16
 Irfansyah Ahmad, “Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Melalui Pendekatan Value For Money.” 
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kesesuaian antara rencana anggaran dengan realisasinya. Tingginya 

efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah mampu menjalankan program 

dengan hemat, tanpa pemborosan, serta tetap menghasilkan output yang 

direncanakan. Efisiensi menjadi inti dari teori VfM dan paling relevan 

dengan penelitian ini.17 Misalnya, penggunaan aplikasi sistem digital 

seperti SIPD-RI atau SIMDA Keuangan dapat mempercepat penyusunan 

laporan, meminimalkan human error, dan mengurangi biaya operasional 

sehingga organisasi menjadi lebih efisien. 

c. Efektivitas (Effectiveness) 

Efektivitas menilai sejauh mana output dapat mencapai tujuan atau 

target yang ditetapkan. Efektivitas tidak hanya melihat jumlah anggaran 

yang diserap, tetapi menilai keberhasilan capaian program. Suatu kegiatan 

dapat efisien tetapi tidak efektif apabila output tercapai tetapi tujuan 

strategis tidak terpenuhi. Contohnya, BKAD bisa saja menekan biaya 

operasional, tetapi jika pelaporan keuangan terlambat atau kualitasnya 

menurun, maka anggaran tersebut tidak efektif.18 Oleh karena itu, 

efektivitas menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa efisiensi 

tidak mengorbankan kualitas kinerja. 

2. Dampak (Impact Theory) 

Teori dampak merupakan konsep penting dalam kajian administrasi 

publik, manajemen sektor publik, serta evaluasi kebijakan pemerintah. 

Dampak merujuk pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan 

suatu program, tindakan organisasi, maupun penerapan sistem tertentu. Dalam 

konteks organisasi pemerintah, dampak tidak hanya dilihat dari keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari perubahan kondisi organisasi, kinerja 

pegawai, serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. 

                                                           
17
 Putu Adi Erawan, Md Satria Wira Adi Santosa, Dewa Komang Beny Budiartha, “Peranan 

Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng.” 
18
 Prameswari et al., “Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik Dengan Pendekatan Value for 

Money Di Kota Pekalongan (Tahun 2021-2022).” 
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Menurut William N. Dunn, dampak merupakan konsekuensi nyata yang 

muncul setelah suatu kebijakan atau program publik diimplementasikan, baik 

yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Dampak dapat berupa 

perubahan sosial, ekonomi, administratif, maupun perubahan perilaku 

organisasi. Oleh karena itu, evaluasi dampak menjadi bagian penting dalam 

menilai keberhasilan suatu kebijakan publik.19 

Dalam perspektif manajemen sektor publik, dampak tidak hanya 

berkaitan dengan pencapaian output, tetapi lebih menekankan pada outcome 

dan perubahan jangka panjang yang dihasilkan. Efisiensi anggaran, misalnya, 

tidak hanya bertujuan untuk menghemat pengeluaran pemerintah, tetapi juga 

diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki tata 

kelola organisasi, serta mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah 

daerah. 

a. Konsep Dampak dalam Organisasi Publik 

Dalam organisasi sektor publik, dampak sering dihubungkan dengan 

perubahan kinerja organisasi setelah diterapkannya suatu sistem 

pengelolaan tertentu. James E. Anderson menjelaskan bahwa dampak 

kebijakan publik merupakan hasil nyata yang muncul setelah suatu 

tindakan pemerintah dilaksanakan dan dirasakan oleh organisasi maupun 

masyarakat. Dampak dalam organisasi publik dapat mencerminkan 

perubahan efektivitas kerja pegawai, peningkatan atau penurunan 

produktivitas organisasi, perubahan pola kerja birokrasi, efisiensi 

penggunaan sumber daya, peningkatan kualitas pelayanan publik.20 

Dengan demikian, konsep dampak membantu peneliti memahami 

apakah suatu kebijakan atau penerapan sistem benar-benar memberikan 

perubahan yang diharapkan. 

                                                           
19
 Silaban, Lismono, and Silaen, “Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan 

Metode Value For Money Pada Pemprov DKI Jakarta.” 
20
 Lona, Perseveranda, and Manafe, “Analisis Ekonomis , Efisiensi Dan Efektivitas.” 
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b. Jenis-Jenis Dampak 

Dampak suatu kebijakan atau program dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa bentuk, yaitu: 

1) Dampak Positif 

Dampak positif merupakan perubahan yang memberikan manfaat bagi 

organisasi maupun pemangku kepentingan. Dalam konteks efisiensi 

anggaran, dampak positif dapat berupa penggunaan anggaran yang 

lebih hemat, peningkatan disiplin kerja pegawai, optimalisasi sumber 

daya organisasi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

2) Dampak Negatif 

Selain menghasilkan manfaat, suatu kebijakan juga berpotensi 

menimbulkan dampak negatif. Efisiensi anggaran yang terlalu ketat 

misalnya dapat menyebabkan keterbatasan fasilitas kerja, 

berkurangnya kegiatan peningkatan kapasitas pegawai, atau 

meningkatnya beban kerja aparatur.21 

3) Dampak Langsung 

Dampak langsung adalah perubahan yang dapat segera dirasakan 

setelah suatu program dilaksanakan, seperti pengurangan biaya 

operasional atau perubahan mekanisme kerja organisasi. 

4) Dampak Tidak Langsung 

Dampak tidak langsung muncul dalam jangka waktu tertentu, 

misalnya perubahan budaya kerja, peningkatan profesionalisme 

pegawai, atau perbaikan tata kelola organisasi secara berkelanjutan. 

c. Pengukuran Dampak dalam Organisasi Pemerintah 

Dalam penelitian administrasi publik, pengukuran dampak biasanya 

dikaitkan dengan indikator kinerja organisasi. Dampak penerapan efisiensi 
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 Darmawan et al., “Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance 

Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi.” 
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anggaran pada pemerintah daerah dapat dianalisis melalui beberapa aspek, 

antara lain kinerja pegawai, efektivitas pelaksanaan tugas, produktivitas 

organisasi, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas pengelolaan keuangan, 

efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.22 

Pengukuran tersebut membantu menjelaskan sejauh mana efisiensi 

anggaran tidak hanya menghasilkan penghematan biaya, tetapi juga 

meningkatkan kualitas kinerja organisasi pemerintah. 

3. Efisiensi Anggaran 

Efisiensi anggaran merupakan salah satu konsep fundamental dalam 

pengelolaan keuangan sektor publik, yang menekankan bagaimana pemerintah 

mampu menggunakan anggaran secara hemat, optimal, dan produktif untuk 

menghasilkan output yang maksimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan 

publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, efisiensi anggaran bukan hanya 

tentang mengurangi pengeluaran, tetapi bagaimana anggaran digunakan sesuai 

kebutuhan riil, tidak boros, dan mampu memberikan manfaat yang paling besar 

bagi masyarakat dan organisasi.23 

Efisiensi anggaran menekankan hubungan antara input (sumber daya 

seperti anggaran, SDM, waktu, sarana) dengan output (hasil kerja, layanan 

publik, laporan keuangan). Semakin besar output yang dihasilkan dari input 

yang sedikit, semakin tinggi tingkat efisiensi suatu instansi. Menurut 

Suliantoro dalam artikelnya yang berjudul “Menimbang Kembali Formula 

Efisiensi pada Evaluasi Kinerja Anggaran”, efisiensi tidak semata diukur dari 

perbandingan antara rencana dan realisasi anggaran, tetapi juga dari sejauh 

mana hasil penggunaan anggaran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan 

kinerja organisasi publik dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa 

efisiensi yang ideal harus mencakup aspek ekonomis, efektivitas hasil, dan 
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 Putu Adi Erawan, Md Satria Wira Adi Santosa, Dewa Komang Beny Budiartha, “Peranan 
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kemampuan pemerintah meminimalkan pemborosan tanpa menurunkan 

kualitas pelayanan publik.24 

Dalam konteks pemerintahan daerah, efisiensi anggaran menjadi indikator 

penting untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu menjalankan program 

kerja sesuai perencanaan tanpa terjadinya pemborosan. Efisiensi juga 

menandakan kemampuan organisasi untuk mengalokasikan anggaran pada 

kegiatan yang benar-benar produktif dan bernilai tambah. Misalnya, 

pengeluaran yang dialokasikan untuk pelatihan pegawai atau penguatan sistem 

pelaporan keuangan dapat dianggap efisien jika terbukti mampu meningkatkan 

kinerja organisasi.25 Sebaliknya, anggaran yang besar namun tidak berdampak 

terhadap peningkatan kinerja akan mencerminkan penggunaan dana yang tidak 

efisien. 

Bagi BKAD Kabupaten Pinrang, teori efisiensi anggaran sangat relevan 

karena instansi ini berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah yang 

bertanggung jawab memastikan setiap rupiah dana publik digunakan secara 

tepat. Efisiensi di lingkungan BKAD bukan sekadar tentang penghematan 

anggaran, tetapi tentang bagaimana kegiatan yang dijalankan memberikan 

hasil nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik. 

Misalnya, penerapan sistem pelaporan digital dan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia akan membantu mempercepat proses administrasi dan 

mengurangi kesalahan, sehingga mendukung efisiensi secara keseluruhan.26 

Selain itu, efisiensi anggaran menekankan pentingnya pengendalian dan 

evaluasi berkala dalam pelaksanaan anggaran. Pengawasan internal yang baik 

dapat mencegah terjadinya pemborosan dan penyimpangan dalam penggunaan 

dana. Efisiensi tidak akan tercapai tanpa adanya sistem akuntabilitas yang kuat 
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 Suliantoro, “Menimbang Kembali Formula Efisiensi Pada Evaluasi Kinerja Anggaran.” 
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 Akbar et al., “Assessing the Effectiveness and Efficiency of the Public Service Budget.” 

26
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dan kesadaran pegawai terhadap tanggung jawabnya dalam mengelola 

keuangan publik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori efisiensi anggaran 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana BKAD Kabupaten Pinrang 

menerapkan prinsip efisiensi dalam setiap proses keuangan daerah serta 

bagaimana penerapan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

organisasi secara menyeluruh. 

Efisiensi anggaran merupakan upaya untuk menggunakan sumber daya 

yang tersedia secara optimal guna mencapai hasil yang maksimal. Dalam 

pengelolaan keuangan daerah, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan 

penghematan anggaran, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam penggunaan 

dana serta ketepatan alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini efisiensi anggaran diukur 

melalui tiga indikator, yaitu hemat, transparan, dan tepat sasaran, yang 

mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran dalam mendukung kinerja 

organisasi.27  

a. Hemat 

Hemat merupakan prinsip efisiensi yang menekankan penggunaan 

anggaran secara cermat, ekonomis, dan tidak berlebihan tanpa mengurangi 

kualitas hasil yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan keuangan daerah, 

penghematan bukan berarti mengurangi seluruh pengeluaran, melainkan 

memastikan bahwa setiap biaya yang dikeluarkan benar-benar diperlukan 

dan memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi. Anggaran yang 

hemat ditunjukkan melalui kemampuan instansi dalam menekan biaya 

operasional yang tidak penting, menghindari pemborosan, serta 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal. 

Pada BKAD Kabupaten Pinrang, prinsip hemat dapat diterapkan 

melalui pengurangan penggunaan kertas dengan sistem digitalisasi 
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 Darmawan et al., “Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance 
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dokumen, pengendalian biaya perjalanan dinas, penghematan penggunaan 

listrik dan air, serta optimalisasi sarana dan prasarana yang sudah tersedia. 

Dengan penerapan prinsip hemat, instansi dapat mengalokasikan anggaran 

yang tersisa untuk program-program yang lebih prioritas dan berdampak 

langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, 

semakin kecil biaya yang digunakan untuk menghasilkan output yang 

sama atau lebih baik, maka semakin tinggi tingkat efisiensi anggaran yang 

dicapai.28 

b. Transparan 

Transparan adalah prinsip pengelolaan anggaran yang menekankan 

keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Transparansi memungkinkan 

seluruh pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana anggaran 

digunakan, sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas dan 

mencegah terjadinya penyimpangan atau pemborosan anggaran. Dalam 

konsep efisiensi anggaran, transparansi menjadi faktor penting karena 

penggunaan anggaran yang terbuka akan memudahkan pengawasan dan 

evaluasi terhadap efektivitas setiap kegiatan yang dilaksanakan.29 

Di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang, transparansi dapat 

diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, 

penyajian informasi anggaran secara jelas, penggunaan sistem informasi 

keuangan daerah berbasis digital, serta keterbukaan terhadap proses audit 

dan pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya transparansi, 

setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas 

sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa 

anggaran digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. 
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 Suliantoro, “Menimbang Kembali Formula Efisiensi Pada Evaluasi Kinerja Anggaran.” 
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 Habibi, Utami, and Samanto, “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran 
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c. Tepat Sasaran 

Tepat sasaran merupakan prinsip yang menunjukkan bahwa anggaran 

digunakan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan prioritas yang telah 

direncanakan. Anggaran yang tepat sasaran berarti dana yang tersedia 

dialokasikan pada program atau kegiatan yang benar-benar dibutuhkan 

dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi organisasi maupun 

masyarakat. Dalam perspektif efisiensi, penggunaan anggaran tidak hanya 

dinilai dari besarnya penghematan yang dilakukan, tetapi juga dari 

kemampuan anggaran tersebut menghasilkan output dan outcome yang 

sesuai dengan target yang ditetapkan.30 

Pada BKAD Kabupaten Pinrang, ketepatan sasaran dapat dilihat dari 

bagaimana anggaran difokuskan pada kegiatan yang mendukung tugas 

pokok dan fungsi organisasi, seperti peningkatan kualitas pengelolaan 

keuangan daerah, pengembangan kompetensi pegawai, modernisasi sistem 

informasi keuangan, dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi 

keuangan. Jika anggaran dialokasikan pada kegiatan yang relevan dan 

memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi, maka 

penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien. Sebaliknya, 

pengeluaran yang tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi 

menunjukkan bahwa anggaran belum digunakan secara tepat sasaran. 

4. Anggaran Pemerintah Daerah 

Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen keuangan tahunan yang 

disusun secara sistematis dalam bentuk rencana pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan daerah selama satu periode anggaran. Anggaran ini dituangkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan 

melalui peraturan daerah dan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah 

dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 
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publik. Anggaran pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen 

finansial, tetapi juga sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan publik, 

serta alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kualitas anggaran yang baik 

sangat menentukan efektivitas pembangunan daerah dan pencapaian tujuan 

organisasi.31 

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

anggaran merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang digunakan 

untuk menjaga akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam 

penggunaan sumber daya publik. Anggaran pemerintah daerah disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, anggaran tidak 

bisa disusun sembarangan, tetapi harus melalui proses yang terukur, terencana, 

dan berbasis kebutuhan riil daerah.32 

Dalam konteks BKAD Kabupaten Pinrang, anggaran sangat berkaitan erat 

dengan fungsi-fungsi institusi, seperti pengelolaan pendapatan, penatausahaan 

keuangan, pengendalian anggaran, serta penyusunan laporan keuangan daerah. 

BKAD bukan hanya sebagai pengguna anggaran, tetapi juga sebagai instansi 

yang mengatur seluruh siklus anggaran untuk seluruh OPD, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Oleh karena itu, pemahaman 

yang mendalam tentang anggaran sangat penting dalam penelitian ini, terutama 

untuk melihat bagaimana kebijakan efisiensi diterapkan dalam pengelolaan 

anggaran pemerintah daerah. 

Anggaran pemerintah daerah juga merupakan alat untuk memastikan 

bahwa pemerintah mampu memberikan layanan publik secara efektif. Jika 

anggaran dikelola dengan buruk, maka program tidak akan terlaksana, 
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 Kusuma and Budiwitjaksono, “Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada 
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pelayanan publik akan terganggu, dan kinerja pemerintah akan menurun. 

Sebaliknya, anggaran yang dikelola secara efisien dapat memberikan ruang 

fiskal bagi pemerintah untuk membiayai prioritas pembangunan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sangat berkaitan 

dengan hal tersebut, karena efisiensi anggaran adalah kunci dalam memastikan 

bahwa anggaran publik benar-benar memberi manfaat.33 Dalam konteks 

BKAD, anggaran melekat pada: 

a. Belanja Operasional 

Belanja operasional adalah pengeluaran rutin daerah yang digunakan 

untuk mendukung aktivitas administrasi dan fungsi pelayanan publik setiap 

harinya. Belanja ini meliputi belanja ATK, listrik, air, internet, 

pemeliharaan gedung, konsumsi rapat, perjalanan dinas, serta belanja 

administrasi lainnya. Efisiensi belanja operasional sangat penting karena 

belanja ini sering kali cukup besar dalam struktur APBD. Pemerintah dapat 

melakukan berbagai kebijakan seperti pembatasan perjalanan dinas, 

pembatasan konsumsi rapat, efisiensi penggunaan listrik, digitalisasi arsip, 

dan manajemen aset. 

b. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan, honorarium, serta belanja 

kegiatan yang melekat pada pegawai. Meskipun belanja pegawai bersifat 

wajib dan mengikat, pemerintah tetap dapat melakukan efisiensi melalui 

penataan beban kerja, digitalisasi pelayanan, dan pengurangan kegiatan 

yang tidak produktif. Belanja pegawai sangat mempengaruhi struktur 

APBD karena umumnya mencapai lebih dari 30–40%. 

c. Belanja Program/Kegiatan Pelayanan Keuangan 

Ini adalah belanja yang spesifik untuk kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan BKAD seperti penyusunan LKPD, pelatihan aparatur, 
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penyusunan laporan pendapatan, verifikasi SPM/SP2D, pembinaan 

keuangan OPD, serta operasional sistem informasi (SIPD, SIMDA). 

Efisiensi pada belanja ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan 

penggunaan aplikasi digital, meminimalkan kegiatan tatap muka yang tidak 

perlu, dan memaksimalkan output kegiatan per unit biaya. 

5. Kinerja Organisasi 

Kinerja organisasi adalah kemampuan suatu instansi pemerintah dalam 

mencapai tujuan, sasaran, dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan seperti Renstra, RKPD, dan PK (Perjanjian Kinerja). Dalam 

sektor publik, kinerja organisasi tidak hanya diukur dari output internal, tetapi 

lebih menekankan seberapa besar manfaat atau outcome yang dihasilkan bagi 

publik. Kinerja organisasi mencerminkan kapasitas institusi dalam mengelola 

sumber daya, melaksanakan fungsi pelayanan, serta menghasilkan hasil kerja 

yang sesuai dengan standar kualitas, ketepatan waktu, akuntabilitas, dan 

efektivitas. 

Menurut Armstrong, kinerja organisasi adalah hasil gabungan antara 

kapasitas organisasi, proses kerja, sistem manajemen, dan perilaku anggota 

organisasi. Dalam konteks lembaga pemerintah, kinerja organisasi berkaitan 

erat dengan kemampuan instansi melaksanakan mandat hukum sesuai 

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ini berarti bahwa organisasi 

yang berkinerja baik bukan hanya yang mampu menyelesaikan tugasnya, tetapi 

juga memastikan bahwa hasil kerja tersebut memberikan nilai tambah bagi 

masyarakat.34 

Pada instansi seperti BKAD Kabupaten Pinrang, kinerja organisasi 

mencakup kualitas pengelolaan keuangan daerah, ketepatan waktu penyusunan 

laporan keuangan, efektivitas pengelolaan PAD, dan kualitas pelayanan 

administrasi keuangan kepada OPD. Karena BKAD memiliki tanggung jawab 
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strategis dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, kinerja organisasi 

menjadi sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Jika BKAD 

memiliki kinerja buruk, maka dampaknya akan sangat luas, termasuk 

keterlambatan penyusunan APBD, laporan keuangan tidak akurat, hingga opini 

BPK yang dapat menurun.35 

Kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan anggaran. 

Ketika anggaran dikelola dengan efisien, maka organisasi memiliki sumber 

daya yang cukup untuk menjalankan program prioritas, meningkatkan layanan, 

serta memperbaiki proses kerja. Sebaliknya, jika anggaran digunakan secara 

boros, maka organisasi akan kesulitan mencapai target karena sumber daya 

menjadi tidak memadai. Inilah mengapa penelitian ini sangat relevan untuk 

melihat bagaimana efisiensi anggaran yang diterapkan BKAD berdampak pada 

kinerja organisasi. Dalam BKAD, kinerja organisasi dapat dilihat dari: 

a. Kualitas Pengelolaan Keuangan 

Kualitas pengelolaan keuangan mencakup kemampuan BKAD dalam 

menyusun laporan secara akurat, mematuhi SAP, dan mengelola transaksi 

daerah secara transparan. Jika kualitas buruk, akan muncul temuan BPK, 

opini menurun, atau ketidaksesuaian belanja. Kualitas pengelolaan 

keuangan merupakan indikator utama tata kelola pemerintahan.36 

b. Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD 

Ketepatan waktu adalah indikator kritis bagi kinerja organisasi. LKPD 

yang terlambat disusun menunjukkan lemahnya koordinasi, kurangnya 

efisiensi proses, atau rendahnya kualitas SDM. Ketepatan waktu berkaitan 

langsung dengan pengambilan kebijakan dan evaluasi APBD. 
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 Ferlia et al., “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern 
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c. Pencapaian PAD 

Kinerja organisasi juga dilihat dari kemampuan BKAD mencapai target 

pendapatan daerah. Jika PAD rendah, maka kemampuan pemerintah 

membiayai program prioritas menjadi terbatas. Oleh karena itu, pencapaian 

PAD menjadi salah satu indikator kinerja yang penting. 

d. Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan 

BKAD melayani seluruh OPD dalam proses penatausahaan keuangan. 

Pelayanan ini harus cepat, akurat, ramah, dan bebas dari praktik 

maladministrasi. Pelayanan yang tidak berkualitas akan menghambat 

pelaksanaan anggaran seluruh OPD.37 

6. Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai merupakan salah satu aspek fundamental dalam 

keberhasilan organisasi publik, termasuk BKAD Kabupaten Pinrang. Kinerja 

pegawai diartikan sebagai hasil kerja seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan, berdasarkan standar, prosedur, 

dan indikator kinerja yang telah ditetapkan organisasi. Menurut Robbins, 

kinerja pegawai adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan standar yang berlaku. Dalam organisasi sektor 

publik, kinerja pegawai sangat menentukan kualitas pelayanan publik karena 

pegawai adalah pelaksana utama seluruh tugas administratif dan teknis. 

Kinerja pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan, 

motivasi, disiplin, kondisi lingkungan kerja, ketersediaan anggaran, dan sistem 

manajemen organisasi. Mangkunegara menjelaskan bahwa kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh dua elemen besar yaitu ability (kemampuan) dan motivation 

(motivasi). Jika salah satu faktor tersebut rendah, maka kinerja pegawai akan 

menurun meskipun standar organisasi sudah jelas. Hal ini sangat relevan bagi 

BKAD yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah. Beban 
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kerja di BKAD sangat tinggi, membutuhkan ketelitian, ketepatan waktu, serta 

penguasaan teknologi, sehingga kinerja pegawai menjadi kunci dalam 

menentukan kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Dalam konteks penelitian ini, kinerja pegawai penting karena efisiensi 

anggaran sering berdampak langsung pada jumlah sumber daya, fasilitas kerja, 

pelatihan SDM, serta beban kerja pegawai. Ketika anggaran dilakukan 

efisiensi secara berlebihan dan tidak tepat, bisa terjadi peningkatan beban kerja 

yang mengakibatkan kelelahan, stres, dan penurunan kinerja pegawai. 

Sebaliknya, efisiensi yang dilakukan dengan tepat justru dapat memaksimalkan 

kinerja pegawai karena mengurangi pemborosan dan meningkatkan 

produktivitas kerja.38 

Kinerja pegawai juga berkaitan dengan bagaimana pegawai menjalankan 

tugas teknis seperti pengelolaan SPM/SP2D, penyusunan laporan keuangan, 

verifikasi dokumen, pencatatan akuntansi, serta pelayanan administrasi kepada 

OPD. Semua tugas ini membutuhkan ketelitian dan ketepatan waktu. Oleh 

karena itu, penelitian mengenai efisiensi anggaran dan kinerja pegawai sangat 

relevan karena efisiensi dapat mempengaruhi fasilitas kerja, pelatihan teknis, 

dan penyediaan alat kerja yang mendukung produktivitas.39 Kinerja pegawai 

dalam organisasi publik biasanya diukur berdasarkan beberapa indikator: 

1) Kualitas Kerja 

Kualitas kerja mencakup ketelitian, kerapian, akurasi data, dan kesesuaian 

hasil kerja dengan SOP. Di BKAD, kualitas kerja sangat penting karena 

kesalahan kecil dalam pencatatan akuntansi atau laporan keuangan dapat 

menyebabkan temuan BPK atau ketidaksesuaian laporan. Pegawai dituntut 

bekerja teliti, cermat, dan sesuai standar teknis. 
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Pegawai Sebagai Variabel Mediasi.” 
39
 Putri and Akbar, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya 
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2) Kuantitas Kerja 

Diukur dari jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 

tertentu. BKAD memiliki volume pekerjaan besar, terutama pada masa 

penyusunan APBD dan LKPD. Pegawai yang dapat menyelesaikan tugas 

lebih banyak tanpa mengorbankan kualitas dianggap berkinerja tinggi. 

3) Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu menunjukkan apakah tugas selesai sesuai deadline. 

Dalam ranah keuangan daerah, ketepatan waktu sangat penting karena 

keterlambatan dapat mempengaruhi jadwal pencairan anggaran, laporan 

keuangan, bahkan opini BPK. 

4) Disiplin 

Indikator ini menyangkut kehadiran, kepatuhan pada aturan kerja, dan 

pelaksanaan tugas tanpa pelanggaran. Disiplin tinggi mendukung 

kelancaran proses penatausahaan keuangan. 

5) Kemampuan Teknis 

Pegawai BKAD harus menguasai teknologi seperti SIPD, SIMDA, 

aplikasi perbendaharaan, serta memahami regulasi keuangan daerah. 

Pegawai dengan kemampuan teknis baik akan menghasilkan kualitas kerja 

yang lebih tinggi. 

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 

BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) merupakan perangkat daerah 

yang memiliki tugas utama mengelola seluruh aspek keuangan daerah, mulai 

dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, 

akuntansi dan pelaporan, hingga pengelolaan pendapatan daerah. BKAD 

adalah "jantung" pengelolaan keuangan daerah karena setiap transaksi 

keuangan pemerintah daerah harus melalui sistem yang dikendalikan oleh 

BKAD. 

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, BKAD berfungsi sebagai unsur 

pelaksana otonomi daerah dalam bidang keuangan yang memiliki tanggung 
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jawab untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, 

efektif, dan efisien. BKAD memegang peran strategis karena kualitas APBD, 

kelancaran pembangunan daerah, serta opini BPK terhadap laporan keuangan 

daerah sangat dipengaruhi oleh kinerja BKAD.40 

Secara struktural, BKAD bertugas melakukan koordinasi dengan seluruh 

OPD mengenai penganggaran, monitoring realisasi anggaran, validasi 

dokumen keuangan, pengelolaan kas daerah, penyusunan laporan keuangan 

berbasis akrual, serta pengendalian PAD. Dengan demikian, BKAD adalah 

institusi teknis yang memastikan bahwa seluruh transaksi pemerintah daerah 

sesuai dengan regulasi dan standar akuntansi. 

Dalam konteks penelitian ini, BKAD menjadi objek penting karena 

efisiensi anggaran serta kinerja pegawai sangat ditentukan oleh sistem kerja, 

kebijakan pimpinan, dan beban kerja organisasi. Efisiensi anggaran yang 

diterapkan oleh pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap fasilitas kerja 

pegawai BKAD, kegiatan operasional, serta proses penyusunan laporan 

keuangan. Adapun fungsi atau tugas pokok BKAD: 

1) Pembatasan Belanja Perjalanan Dinas 

Perjalanan dinas merupakan salah satu komponen belanja operasional 

yang sering menimbulkan pemborosan apabila tidak dikendalikan dengan 

baik. Banyak daerah mengalami beban anggaran yang besar karena 

perjalanan dinas dilakukan terlalu sering, tidak berbasis kebutuhan, atau 

biaya perjalanan tidak sesuai standar. Oleh karena itu, pemerintah 

menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas sebagai bagian dari 

efisiensi anggaran. Pembatasan ini dilakukan melalui pengurangan 

frekuensi perjalanan, pembatasan jumlah peserta, penyesuaian standar 
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harga sesuai Permendagri, serta pemilihan perjalanan yang benar-benar 

prioritas. 

Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan teknologi informasi 

melalui rapat virtual (Zoom atau Google Meet) sehingga koordinasi antar 

OPD dapat tetap dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan fisik. 

Kebijakan ini terbukti mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan uang 

harian secara signifikan. Pemerintah pusat melalui Kemenkeu dan 

Kemendagri juga telah mengeluarkan surat edaran untuk menekan belanja 

perjalanan dinas dan mendorong penggunaan rapat virtual, terutama setelah 

pandemi. 

Dengan pembatasan perjalanan dinas, pemerintah daerah dapat 

menghemat anggaran dan mengalihkannya ke belanja yang lebih prioritas, 

misalnya pelayanan publik, peningkatan kapasitas SDM, atau pemeliharaan 

infrastruktur. Kebijakan ini tidak hanya menekan biaya tetapi juga 

meningkatkan efisiensi waktu pegawai. 

2) Optimalisasi Belanja Operasional 

Belanja operasional merupakan komponen yang sangat besar dalam 

APBD, yang meliputi belanja listrik, air, telekomunikasi, ATK, 

pemeliharaan gedung, dan kebutuhan operasional lainnya. Efisiensi pada 

pos ini sangat penting karena sifatnya rutin dan berulang setiap tahun. 

Optimalisasi belanja operasional dilakukan dengan mengurangi 

penggunaan listrik melalui manajemen energi, mengurangi pembelian ATK 

dengan sistem paperless, melakukan pemeliharaan aset secara preventif, 

dan memastikan pengadaan barang/jasa mengikuti standar harga yang 

wajar. 

Penghematan 10–20% pada belanja operasional sangat mungkin 

dicapai tanpa mengurangi kualitas layanan apabila pemerintah menerapkan 

prinsip pengadaan berorientasi nilai (value-based procurement). 

Pemerintah juga didorong untuk menggunakan katalog elektronik (e-
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katalog) sehingga harga barang lebih transparan dan kompetitif. 

Optimalisasi belanja operasional terbukti meningkatkan efisiensi dan 

memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai 

kegiatan prioritas.41 

3) Digitalisasi Pelayanan Keuangan 

Digitalisasi pelayanan keuangan menjadi salah satu strategi paling 

efektif dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan memanfaatkan 

aplikasi seperti SIPD RI, SIKD, SIMDA, e-Office, dan e-Procurement, 

pemerintah dapat mengurangi biaya operasional yang biasanya muncul dari 

proses manual seperti pencetakan dokumen, pengarsipan fisik, penggunaan 

ATK, transportasi, serta waktu kerja pegawai.42 

Digitalisasi juga mempercepat proses penatausahaan keuangan, 

verifikasi dokumen, penyusunan laporan keuangan, dan pelayanan kepada 

OPD. Misalnya, penggunaan aplikasi SP2D online mempersingkat proses 

pencairan anggaran tanpa memerlukan tatap muka langsung. Selain 

menghemat anggaran, digitalisasi meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas karena seluruh proses terekam secara elektronik dan dapat 

diaudit. 

Implementasi digitalisasi terbukti dapat menurunkan biaya 

administrasi hingga 30% di beberapa daerah, karena mengurangi 

kebutuhan pengarsipan fisik, mempercepat proses layanan, dan mengurangi 

risiko human error. 

4) Realokasi Belanja Prioritas 

Realokasi belanja prioritas adalah kebijakan pemindahan anggaran 

dari kegiatan yang kurang penting menuju kegiatan yang lebih mendukung 

                                                           
41
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pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan 

kapasitas pegawai, dan penyusunan laporan keuangan. Ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa anggaran yang terbatas digunakan untuk memberi 

manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.43 

Dalam konteks efisiensi anggaran, realokasi menjadi strategi penting 

ketika belanja rutin terlalu besar dan menghambat belanja pembangunan 

(capital expenditure). Melalui realokasi, pemerintah dapat meningkatkan 

proporsi belanja yang produktif dan menekan belanja yang tidak terlalu 

memberikan dampak. Proses realokasi juga dilakukan berdasarkan evaluasi 

capaian kinerja tahun sebelumnya serta mempertimbangkan dokumen 

perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. 

Dengan adanya realokasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan 

kualitas layanan publik, memperbaiki kinerja keuangan, dan mendukung 

pencapaian indikator RPJMD. 

5) Pengawasan Penggunaan Anggaran 

Pengawasan penggunaan anggaran merupakan langkah penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran benar-benar dilaksanakan. 

Tanpa mekanisme pengawasan, efisiensi anggaran hanya akan menjadi 

formalitas tanpa dampak nyata. Pengawasan dilakukan melalui monitoring 

realisasi anggaran, reviu internal oleh APIP (Inspektorat), audit reguler 

oleh BPK, serta evaluasi internal BKAD terkait pelaksanaan kegiatan. 

Pengawasan yang efektif membantu mendeteksi pemborosan, 

mencegah penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan 

memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai standar biaya dan 

SOP. Monitoring dilakukan sepanjang tahun melalui laporan realisasi 

anggaran, sementara audit BPK menjadi alat kontrol akhir untuk 

memastikan akuntabilitas keuangan. 
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Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan sistem pengendalian 

internal (SPIP) untuk memperkuat pengawasan, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Dengan adanya pengawasan yang 

baik, efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja organisasi, karena 

setiap penghematan tetap diarahkan agar tidak mengurangi kualitas layanan 

publik.44 

8. Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, akuntansi tidak 

hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga 

sebagai instrumen pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik. 

Menurut perspektif akuntansi syariah yang dikemukakan oleh Triyuwono, 

akuntansi dipahami sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan aspek 

ekonomi, sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, penerapan prinsip 

akuntansi syariah relevan digunakan sebagai landasan konseptual dalam 

menilai pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan efisiensi anggaran 

yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BKAD). 

Akuntansi syariah menekankan bahwa setiap pengelolaan sumber daya 

keuangan daerah merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung 

jawab, adil, dan benar. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan pengelolaan 

keuangan daerah yang menuntut efisiensi, transparansi, serta peningkatan 

kinerja organisasi.45 Dengan demikian, prinsip akuntansi syariah dapat 

digunakan sebagai kerangka nilai untuk menilai sejauh mana kebijakan 

efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan secara 

bertanggung jawab dan berdampak positif terhadap kinerja organisasi. 
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a. Prinsip Pertanggungjawaban (Amanah) 

Pertanggungjawaban merupakan inti dari akuntansi syariah, di mana 

setiap aktivitas pengelolaan keuangan dipandang sebagai amanah yang 

harus dipertanggungjawabkan kepada manusia dan kepada Allah SWT. 

Dalam konteks Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

(BKAD), prinsip pertanggungjawaban tercermin dalam kewajiban 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah secara transparan dan 

akuntabel. Efisiensi anggaran yang diterapkan tidak hanya ditujukan untuk 

penghematan semata, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara administratif, moral, dan sosial.46 

Prinsip pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan ajaran Islam 

sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yang berbunyi: 

ن 
َ
هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيَۡۡ ٱلنَّاسِ أ

َ
مََٰنََٰتِ إلََِٰٓ أ

َ
ْ ٱلۡۡ ن تؤَُدُّوا

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ ۞إنَِّ ٱللََّّ

ا يعَِظُكُم بهِۦِ ۗٓ إنَِّ  َ نعِِمَّ َۢا بصَِيٗرا  تََۡكُمُواْ بٱِلۡعَدۡلِِۚ إنَِّ ٱللََّّ َ كََنَ سَمِيعَ  ٥٨ٱللََّّ
Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila 

kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 

kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58).47 

 Ayat ini mengandung makna bahwa setiap amanah yang diterima oleh 

seseorang atau lembaga wajib dikelola dan disampaikan secara 

bertanggung jawab serta tidak disalahgunakan. Amanah dalam ayat 

tersebut mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, termasuk pengelolaan 

harta dan keuangan publik. Selain itu, ayat ini juga menegaskan 
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pentingnya keadilan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga 

amanah yang dijalankan tidak merugikan pihak lain. 

 Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, ayat ini memberikan 

landasan normatif bahwa anggaran daerah merupakan amanah yang harus 

dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan adil. Oleh karena itu, 

setiap kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh BKAD harus 

memiliki dasar yang jelas, terdokumentasi dengan baik, serta dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, seperti 

pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Dengan demikian, efisiensi 

anggaran yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penghematan, 

tetapi juga pada peningkatan kinerja organisasi tanpa mengabaikan 

tanggung jawab pelayanan publik. 

b. Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan Efisiensi Anggaran 

 Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah, sebagaimana dikemukakan 

oleh Triyuwono, menekankan perlunya perlakuan yang seimbang dan 

proporsional terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam 

pengelolaan anggaran daerah, keadilan berarti bahwa kebijakan efisiensi 

anggaran tidak boleh menimbulkan ketimpangan atau merugikan unit 

kerja tertentu secara tidak proporsional. Setiap pengurangan atau 

penyesuaian anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan operasional 

dan kepentingan pelayanan publik.48 

 Dalam konteks BKAD Kabupaten Pinrang, prinsip keadilan menjadi 

penting agar efisiensi anggaran yang diterapkan tetap mendukung kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Kebijakan efisiensi yang adil akan 

mendorong penggunaan anggaran secara optimal, menjaga keseimbangan 

antarprogram, serta memastikan bahwa tujuan organisasi tetap dapat 

dicapai secara efektif. 
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c. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran dalam Pelaporan Keuangan Daerah 

 Triyuwono menegaskan bahwa kebenaran dan kejujuran merupakan 

nilai fundamental dalam akuntansi syariah. Dalam pengelolaan keuangan 

daerah, prinsip ini menuntut agar seluruh informasi keuangan disajikan 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tanpa manipulasi atau rekayasa 

data. Pelaporan realisasi anggaran harus mencerminkan penggunaan 

anggaran yang nyata, termasuk dampak dari kebijakan efisiensi anggaran 

terhadap kinerja organisasi. 

 Penerapan prinsip kebenaran dalam pelaporan keuangan BKAD sangat 

penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung pengambilan 

keputusan yang tepat. Dengan laporan keuangan yang jujur dan benar, 

evaluasi terhadap efisiensi anggaran dapat dilakukan secara objektif, 

sehingga hasil penelitian mengenai dampak efisiensi anggaran terhadap 

kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 Berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah tersebut, efisiensi 

anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari 

besarnya penghematan yang dicapai, tetapi juga dari sejauh mana 

kebijakan tersebut dilaksanakan secara bertanggung jawab, adil, dan jujur. 

Oleh karena itu, prinsip akuntansi syariah menjadi landasan penting dalam 

menganalisis dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja BKAD 

Kabupaten Pinrang. 

C. Tinjauan Konseptual 

1. Efisiensi Anggaran 

 Konsep efisiensi anggaran berhubungan dengan bagaimana pemerintah 

daerah menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai 

hasil maksimal dengan biaya minimal. Menurut Milenia, Sibarani, dan 

Hidayat dalam penelitiannya “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi 

Anggaran sebagai Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Sumatera Utara”, efisiensi anggaran merupakan ukuran sejauh mana realisasi 
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anggaran pemerintah mendekati target rencana yang telah ditetapkan tanpa 

menimbulkan pemborosan. Penelitian ini menemukan bahwa efisiensi 

anggaran yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan produktivitas 

kerja aparatur. 

 Efisiensi anggaran tidak hanya menitikberatkan pada penghematan, tetapi 

juga pada sejauh mana pengeluaran pemerintah memberikan hasil nyata sesuai 

dengan rencana dan sasaran kinerja. Dalam konteks pengelolaan keuangan 

daerah, efisiensi berarti menggunakan dana publik secara hemat tanpa 

mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggaran yang efisien 

adalah anggaran yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tepat 

waktu, serta dievaluasi dengan cermat agar setiap rupiah yang dibelanjakan 

benar-benar memberikan manfaat.49 

 Selain itu, efisiensi anggaran juga berkaitan dengan kemampuan 

organisasi dalam mengelola input (sumber daya) agar menghasilkan output 

yang optimal. Misalnya, dalam proses penyusunan laporan keuangan, 

penggunaan sistem digital dapat meningkatkan efisiensi karena mempercepat 

waktu kerja dan mengurangi kesalahan manusia.50 Di BKAD Kabupaten 

Pinrang, penerapan efisiensi anggaran dapat diwujudkan melalui perencanaan 

keuangan yang matang, pengendalian belanja operasional, serta optimalisasi 

sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif dan produktif. 

 Konsep efisiensi anggaran juga mengandung nilai moral dan etika publik. 

Pemerintah yang efisien menunjukkan tanggung jawab terhadap kepercayaan 

masyarakat atas penggunaan dana publik. Ketika anggaran dikelola dengan 
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hemat, transparan, dan tepat sasaran, maka akan muncul kepercayaan dan 

legitimasi publik yang lebih kuat terhadap kinerja pemerintah daerah.51 

2. Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah 

 Kinerja organisasi pemerintah daerah mencerminkan kemampuan instansi 

dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mencapai 

tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.52 Menurut Mahendra, 

Anggraini, dan Sari dalam jurnalnya “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Melalui Efisiensi dan Efektivitas Anggaran”, kinerja organisasi publik 

dapat diukur melalui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, di 

mana efisiensi menunjukkan kemampuan menggunakan sumber daya secara 

hemat, dan efektivitas mencerminkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai 

dengan target. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peningkatan kinerja 

pemerintah daerah sangat bergantung pada manajemen keuangan yang 

transparan dan efisien. 

 Kinerja organisasi dalam konteks sektor publik biasanya diukur melalui 

indikator hasil kerja (output), manfaat (outcome), dan dampak (impact) yang 

dihasilkan dari program-program pemerintah.53 Dalam instansi seperti BKAD 

Kabupaten Pinrang, kinerja tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran 

terserap, tetapi dari sejauh mana kegiatan yang dilakukan memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan layanan keuangan daerah. Kinerja organisasi 

juga mencakup tiga aspek utama: 

1) Produktivitias kerja, yaitu sejauh mana pegawai mampu menyelesaikan 

tugas secara efektif dan efisien 
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2) Kualitas pelayanan, yakni kemampuan instansi dalam memberikan 

layanan yang tepat waktu dan memuaskan masyarakat. 

3) Disiplin dan tanggung jawab pegawai, yang mencerminkan sikap 

profesional dalam melaksanakan tugas. 

 Ketika ketiga aspek ini dijalankan dengan baik, maka kinerja organisasi 

akan meningkat secara berkelanjutan.54 

Dalam konteks efisiensi anggaran, kinerja organisasi tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan 

secara bijak. Penggunaan anggaran yang efisien akan memperbaiki kinerja 

organisasi karena mengurangi beban keuangan dan meningkatkan alokasi 

dana untuk kegiatan yang lebih produktif. Sebaliknya, pemborosan dan 

penggunaan dana yang tidak efektif dapat menurunkan kinerja karena 

menghambat pencapaian tujuan organisasi. 

3. Keterkaitan antara Efisiensi Anggaran dan Kinerja Organisasi 

 Hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja organisasi pemerintah 

daerah sangat erat dan bersifat timbal balik. Efisiensi anggaran yang baik akan 

meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan kinerja organisasi yang tinggi 

akan memperkuat penerapan efisiensi anggaran. Menurut Junaid, Kanan, dan 

Trisnawan dalam penelitiannya “Analisis Efektivitas dan Efisiensi 

Pelaksanaan Anggaran Belanja Kota Tarakan”, pelaksanaan anggaran yang 

efisien berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja aparatur 

pemerintah karena mendorong disiplin fiskal dan tanggung jawab dalam 

penggunaan dana publik. Mereka menemukan bahwa ketika pemerintah 

daerah mampu mengelola anggaran dengan baik, maka kinerja pelayanan 

publik meningkat secara signifikan. 

                                                           
54
 Bili and Siswati, “Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Terhadap Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga DIY Periode Tahun 2018-

2022.” 



41 

 

 
 

 Dalam praktiknya, efisiensi anggaran mendorong organisasi untuk 

memprioritaskan kegiatan yang paling produktif dan berdampak besar 

terhadap tujuan daerah. Efisiensi juga membantu menciptakan pola kerja yang 

disiplin, di mana setiap pegawai dituntut untuk menggunakan sumber daya 

secara bijaksana dan bertanggung jawab. Ketika efisiensi diterapkan secara 

konsisten, organisasi akan memiliki kemampuan lebih besar untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kondisi 

keuangan daerah. 

 Dalam konteks BKAD Kabupaten Pinrang, keterkaitan antara efisiensi 

dan kinerja dapat dilihat dari bagaimana kebijakan efisiensi diterapkan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Misalnya, penggunaan sistem 

pelaporan digital mampu menghemat waktu dan biaya, sekaligus 

meningkatkan akurasi data keuangan. Efisiensi semacam ini tidak hanya 

meningkatkan kinerja pegawai secara individu, tetapi juga memperbaiki citra 

dan efektivitas organisasi secara keseluruhan.55 Dengan demikian, efisiensi 

anggaran dapat dipahami sebagai faktor penentu dalam peningkatan kinerja 

organisasi pemerintah daerah.  

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logika hubungan antara 

efisiensi anggaran dengan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang. Adapun 

kerangka berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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 Gambar 2.1 Kerangka Pikir
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara 

sistematis, faktual, dan mendalam mengenai penerapan efisiensi anggaran di 

BKAD Kabupaten Pinrang serta dampaknya terhadap kinerja pegawai dan 

kinerja organisasi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh 

gambaran yang utuh mengenai bagaimana kebijakan efisiensi anggaran 

diterapkan dalam proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. 

Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkap persepsi, 

pengalaman, dan pemahaman pegawai terkait pelaksanaan efisiensi 

anggaran, termasuk strategi yang diterapkan, faktor pendukung dan 

penghambat, serta perubahan yang dirasakan terhadap kinerja organisasi 

setelah kebijakan efisiensi diterapkan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena yang terjadi secara apa adanya berdasarkan fakta 

yang ditemukan di lapangan sehingga menghasilkan pemahaman yang 

komprehensif terhadap objek penelitian.56 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini 

bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana efisiensi anggaran 

diterapkan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 

Kabupaten Pinrang serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi. 

Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna, pandangan, dan 
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pengalaman pegawai sebagai pelaku langsung dalam pelaksanaan kebijakan 

efisiensi anggaran. 

Menurut Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap muncul dari masalah 

sosial atau manusia.57 Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena efisiensi anggaran secara 

lebih komprehensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti 

tidak hanya berfokus pada angka atau hasil statistik, tetapi juga pada 

interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap proses serta dinamika yang 

terjadi di lapangan.58 Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menampilkan 

fakta-fakta empiris sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi 

terhadap variabel yang diteliti. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Pinrang yang beralamat di Jl. Bintang, Macorawalie, Kecamatan 

Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tepatnya di belakang Kantor Bupati 

Pinrang. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan, dimulai dari tahap 

observasi awal, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, 

hingga tahap analisis dan penarikan kesimpulan. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana 

efisiensi anggaran diterapkan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 
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Kabupaten Pinrang serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi dan 

pegawai. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur efisiensi anggaran secara 

kuantitatif menggunakan rasio keuangan, melainkan untuk menggali makna, 

persepsi, dan pengalaman para pegawai dalam proses penerapan kebijakan 

efisiensi tersebut di lingkungan kerja mereka. Pendekatan ini digunakan agar 

peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

bagaimana konsep efisiensi diinterpretasikan dalam praktik, serta bagaimana hal 

tersebut memengaruhi cara kerja dan hasil kinerja instansi.59 

Penelitian difokuskan pada dua dimensi utama. Pertama, penerapan efisiensi 

anggaran yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

kegiatan, termasuk strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan 

anggaran serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. 

Kedua, dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja organisasi dan pegawai, yang 

meliputi produktivitas kerja, ketepatan pelaksanaan tugas, akuntabilitas 

pengelolaan keuangan, serta pengaruhnya terhadap motivasi, disiplin, dan 

perilaku kerja pegawai di BKAD Kabupaten Pinrang.60 Selain itu, penelitian ini 

juga berupaya mengungkap bagaimana efisiensi anggaran dapat berdampak 

terhadap perilaku kerja, motivasi, dan kedisiplinan pegawai di lingkungan BKAD 

Kabupaten Pinrang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Data kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran dan 

pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi, bukan pada 

pengukuran angka atau statistik. Data ini berbentuk kata-kata, kalimat, dan 
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narasi yang menggambarkan persepsi, pandangan, serta pengalaman pegawai 

terkait penerapan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kinerja 

organisasi. 

Menurut Sugiyono, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

kalimat, atau deskripsi yang memiliki makna lebih mendalam terhadap 

fenomena sosial yang diteliti.61 Oleh karena itu, jenis data ini dianggap paling 

sesuai untuk menggali bagaimana efisiensi anggaran dipahami dan dijalankan 

di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan 

beberapa pegawai di BKAD Kabupaten Pinrang yang memiliki 

keterlibatan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan anggaran. Informasi 

ini dikumpulkan untuk memahami bagaimana efisiensi anggaran 

diterapkan serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja instansi.62 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, dan sumber tertulis lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber tersebut meliputi laporan 

realisasi anggaran, laporan anggaran instansi, serta literatur seperti buku, 

jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik efisiensi 

anggaran dan kinerja organisasi.63 
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Adapun Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang penyusun gunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas 

dan situasi kerja di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang. Melalui observasi 

ini, peneliti berusaha untuk melihat secara nyata bagaimana efisiensi 

anggaran diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, seperti proses pengelolaan 

keuangan, pelaksanaan kegiatan administrasi, dan perilaku kerja pegawai. 

Observasi juga membantu peneliti memahami bagaimana pola kerja, 

koordinasi antarbagian, serta kebiasaan pegawai dalam mendukung 

tercapainya efisiensi dan peningkatan kinerja. Teknik observasi ini penting 

karena dapat memberikan gambaran faktual yang tidak selalu dapat 

diungkapkan melalui wawancara. Hasil observasi kemudian dicatat dalam 

bentuk catatan lapangan yang akan digunakan sebagai bahan analisis lebih 

lanjut.64 

2. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan 

pegawai BKAD Kabupaten Pinrang yang dipilih secara purposif karena 

dianggap mengetahui dan memahami proses pengelolaan serta pelaksanaan 

efisiensi anggaran. Dalam pelaksanaannya, jumlah informan diperkirakan 

berjumlah 5 orang yang berasal dari pihak internal maupun eksternal. 

Wawancara menggunakan format semi-terstruktur, di mana peneliti 

menyiapkan panduan pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan 

ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, dan 

pemahamannya secara bebas dan mendalam. Melalui wawancara ini, peneliti 

menggali informasi mengenai pemahaman informan terhadap efisiensi 
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anggaran, strategi yang diterapkan dalam pelaksanaannya, serta dampak 

efisiensi anggaran terhadap kinerja organisasi dan kinerja individu di 

lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, data yang 

diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan 

mendukung pencapaian tujuan penelitian.65 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi 

dan wawancara. Data diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan, seperti 

laporan realisasi anggaran, laporan anggaran, dan dokumen peraturan daerah 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dokumen 

pendukung lain seperti literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu juga 

digunakan untuk memperkuat dasar analisis. Teknik ini penting karena 

membantu peneliti dalam memverifikasi keabsahan informasi yang diperoleh 

di lapangan serta memberikan data tertulis yang objektif.66 

F. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar 

menggambarkan kondisi dan kenyataan di lapangan secara objektif. Dalam 

penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui angka atau statistik 

seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi melalui ketepatan, konsistensi, dan 

kejujuran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan teknik.67 Dalam 

penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan beberapa cara berikut: 

1. Kredibilitas (Credibility) 

Kredibilitas berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat 

dipercaya dan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dalam penelitian 
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ini, kredibilitas data dijaga melalui beberapa cara, seperti melakukan 

pengamatan secara mendalam, wawancara berulang, serta interaksi yang 

cukup lama dengan informan di lapangan.68 

Melalui keterlibatan langsung di lingkungan kerja BKAD Kabupaten 

Pinrang, peneliti berupaya memahami konteks sosial dan budaya kerja yang 

berkaitan dengan penerapan efisiensi anggaran. Pengamatan terhadap aktivitas 

kerja, proses penganggaran, serta perilaku pegawai dalam melaksanakan 

efisiensi menjadi langkah penting untuk memastikan data yang diperoleh 

benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, data 

yang dikumpulkan dianggap kredibel karena diperoleh dari keterlibatan 

langsung dan pemahaman yang mendalam terhadap situasi penelitian. 

2. Transferabilitas (Transferability) 

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat 

diterapkan atau dibandingkan dengan konteks lain yang memiliki situasi 

serupa. Untuk mencapai hal ini, peneliti memberikan deskripsi yang rinci 

mengenai latar belakang penelitian, karakteristik informan, serta situasi kerja 

di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang. 

Deskripsi tersebut meliputi bagaimana kebijakan efisiensi anggaran 

dilaksanakan, pihak-pihak yang terlibat dalam prosesnya, serta bagaimana 

penerapan efisiensi tersebut berdampak terhadap kinerja organisasi. Dengan 

memberikan uraian yang mendetail, diharapkan pembaca atau peneliti lain 

dapat menilai sejauh mana hasil penelitian ini relevan atau dapat dijadikan 

acuan bagi instansi lain yang memiliki karakteristik dan permasalahan serupa 

dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

3. Dependabilitas (Dependability) 

Dependabilitas mengacu pada sejauh mana proses penelitian dilakukan 

secara konsisten, sistematis, dan dapat ditelusuri. Penelitian ini memiliki 
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dependabilitas yang baik apabila peneliti lain yang mengikuti prosedur yang 

sama dapat memperoleh hasil yang relatif serupa.69 

Untuk menjaga dependabilitas, peneliti mencatat setiap tahap kegiatan 

penelitian secara teratur, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data 

melalui wawancara dan observasi, hingga proses analisis dan penarikan 

kesimpulan. Seluruh catatan tersebut disusun dalam bentuk audit trail, yaitu 

kumpulan dokumen yang berisi catatan lapangan, transkrip wawancara, dan 

hasil analisis data. Dengan dokumentasi yang lengkap, proses penelitian ini 

dapat ditelusuri dan dievaluasi kembali oleh pihak lain bila diperlukan. 

4. Konfirmabilitas (Confirmability) 

Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian, yaitu 

sejauh mana temuan penelitian benar-benar bersumber dari data, bukan dari 

keinginan atau bias pribadi peneliti. Untuk menjaga konfirmabilitas, peneliti 

melakukan refleksi diri selama proses penelitian berlangsung, mencatat setiap 

pandangan, interpretasi, dan keputusan yang diambil selama proses analisis.70 

Selain itu, data hasil wawancara dan observasi juga dibandingkan 

dengan dokumen-dokumen pendukung, seperti laporan realisasi anggaran dan 

laporan kinerja instansi. Dengan demikian, setiap kesimpulan yang dihasilkan 

benar-benar berdasarkan bukti empiris dan bukan semata interpretasi pribadi. 

Langkah ini memastikan bahwa hasil penelitian bersifat objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

5. Triangulasi (Triangulation) 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan berbagai sumber dan metode untuk memperoleh data yang 

sama. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan 
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hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bentuk 

triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.71 

a. Triangulasi Sumber 

Dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa 

informan, misalnya pegawai dari bagian anggaran, pendapatan, dan 

keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Langkah ini bertujuan 

untuk melihat kesamaan pandangan, pengalaman, dan persepsi 

antarpegawai mengenai penerapan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan 

tugas mereka. 

b. Triangulasi Teknik 

Dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Misalnya, informasi mengenai kebijakan efisiensi anggaran 

yang diperoleh dari wawancara akan dicek kembali melalui observasi 

langsung terhadap kegiatan pengelolaan anggaran serta dokumen resmi 

seperti laporan keuangan atau laporan kinerja. Dengan cara ini, setiap 

data dapat diuji kebenarannya dari berbagai sisi sehingga hasil penelitian 

menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif 

karena melalui proses inilah data yang telah dikumpulkan diolah, ditafsirkan, dan 

disusun menjadi temuan yang bermakna. Analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan sejak peneliti berada di lapangan dan terus berlanjut hingga tahap akhir 

penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan makna dari data yang diperoleh 

serta memahami hubungan antara efisiensi anggaran dan kinerja organisasi di 

BKAD Kabupaten Pinrang.72 
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Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles, 

Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan 

menjadi informasi yang lebih bermakna. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi 

data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus 

penelitian, yaitu penerapan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap 

kinerja organisasi.73 

Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian akan disisihkan agar 

analisis lebih fokus. Melalui proses reduksi ini, peneliti berusaha 

mengidentifikasi tema-tema penting, seperti strategi efisiensi anggaran, faktor 

pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap produktivitas dan 

kinerja pegawai. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal 

pengumpulan data hingga penelitian selesai. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi, di mana 

data yang telah dipilih disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah 

dipahami.74 Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian naratif, kutipan hasil wawancara, dan deskripsi hasil observasi. 

Penyajian ini membantu peneliti untuk melihat pola, hubungan, dan 

kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian. Misalnya, bagaimana 

penerapan efisiensi anggaran dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kegiatan, mempercepat proses kerja, atau memperbaiki akuntabilitas laporan 

keuangan di BKAD Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, penyajian data 
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menjadi dasar penting untuk memahami konteks dan menarik kesimpulan 

yang valid. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan hasil reduksi dan penyajian 

data untuk menemukan makna yang lebih mendalam dari fenomena yang 

diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya berupa jawaban terhadap 

rumusan masalah, tetapi juga berupa pemahaman baru tentang bagaimana 

efisiensi anggaran berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi.75 

Untuk memastikan kesimpulan yang diambil benar-benar valid, peneliti 

melakukan proses verifikasi secara terus-menerus dengan cara 

membandingkan temuan antar sumber data (wawancara, observasi, dan 

dokumentasi). Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh merupakan hasil 

interpretasi yang didukung oleh bukti empiris dan data yang kredibel.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pinrang merupakan 

perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan 

aset daerah. Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah, BKAD dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara 

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kondisi adanya kebijakan 

efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, BKAD memiliki tanggung jawab 

untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan 

dengan baik meskipun terdapat penyesuaian terhadap penggunaan anggaran. 

Oleh karena itu, BKAD Kabupaten Pinrang menjadi lokasi yang relevan untuk 

mengkaji bagaimana penerapan efisiensi anggaran dilakukan serta dampaknya 

terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi. 

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini melibatkan 

beberapa informan yang dipilih berdasarkan jabatan, tugas, serta keterlibatan 

mereka dalam proses pengelolaan anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. 

Informan terdiri dari pihak internal yang terlibat langsung dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran, serta pihak 

eksternal yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran 

daerah. Dengan melibatkan berbagai pihak tersebut, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan efisiensi 

anggaran, dampaknya terhadap kinerja pegawai dan organisasi, serta penerapan 

prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun profil 

informan penelitian disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Profil Informan Internal 

NAMA JABATAN TUGAS 

Ma‟dika, S.H., M.M Kasubag Program 

Bertugas menyusun program dan 

kegiatan, melakukan perencanaan 

dan evaluasi anggaran, serta 

memastikan pelaksanaan program 

berjalan sesuai target dan ketentuan 

yang berlaku. 

Andi Ardiansyah 
Kepala Bidang 

Anggaran 

Bertanggung jawab dalam 

penyusunan, pengendalian, evaluasi, 

dan pengawasan anggaran daerah 

serta memastikan penggunaan 

anggaran sesuai skala prioritas dan 

kebijakan pemerintah. 

Hajerah Johan 
Staff Bidang 

Anggaran 

Membantu pelaksanaan administrasi 

dan pengelolaan anggaran, 

melakukan pengolahan data 

anggaran, serta mendukung proses 

penyusunan dan pelaporan anggaran 

daerah. 

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2026. 

Tabel 4.2 Profil Informan Eksternal 

NAMA STATUS PERAN 

Rusmiati 

Staf Penelaah Teknis 

Kebijakan DPRD 

Kabupaten Pinrang 

 

Berperan dalam melakukan telaah 

dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan anggaran daerah, 

memberikan masukan dan 

rekomendasi terkait efektivitas 

penggunaan anggaran, serta 

mengevaluasi realisasi anggaran 

bersama pemerintah daerah. 

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2026. 

Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu informan 

internal dan informan eksternal. Informan internal merupakan pihak yang berasal dari 

lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang dan terlibat langsung dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengelolaan anggaran daerah. 
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Sementara itu, informan eksternal berasal dari DPRD Kabupaten Pinrang yang 

berperan sebagai mitra pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. 

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan para informan. Analisis penelitian difokuskan pada penerapan 

efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang, dampaknya terhadap kinerja 

pegawai dan kinerja organisasi, serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan penelitian mencakup berbagai bentuk 

efisiensi yang dilakukan, perubahan pola kerja yang terjadi, faktor pendukung dan 

kendala pelaksanaan efisiensi, dampaknya terhadap kualitas pelayanan dan kinerja 

organisasi, serta implementasi nilai amanah, keadilan, dan kejujuran dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar dalam 

menganalisis sejauh mana efisiensi anggaran telah diterapkan dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap kinerja BKAD Kabupaten Pinrang. 

1. Penerapan Efisiensi Anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang 

Penerapan efisiensi anggaran merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dapat 

dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kebijakan efisiensi 

anggaran tidak hanya berfokus pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga 

mendorong setiap organisasi perangkat daerah untuk memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan 

pencapaian tujuan organisasi. 

Dalam pelaksanaannya, BKAD Kabupaten Pinrang sebagai perangkat daerah 

yang memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah turut 

menerapkan berbagai bentuk efisiensi anggaran sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan pemerintah. Penerapan efisiensi tersebut dilakukan melalui 

pengelolaan anggaran yang lebih selektif, penetapan skala prioritas, penghematan 

belanja operasional, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan efisiensi anggaran dilakukan di 

BKAD Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 
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informan yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan anggaran. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, terdapat beberapa tema yang 

menggambarkan penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Bentuk Penerapan Efisiensi Anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang 

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai bentuk-bentuk 

efisiensi anggaran yang diterapkan di BKAD Kabupaten Pinrang. Efisiensi 

anggaran merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk 

memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara lebih hemat, 

efektif, dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, BKAD Kabupaten Pinrang 

dituntut untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal 

meskipun terdapat keterbatasan anggaran yang harus disesuaikan dengan 

kebijakan efisiensi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak A. Ardiansyah menjelaskan bahwa: 

“Sekarang ini, kemarin kita lakukan WFH atau kerja di rumah, kemudian 

belanja-belanja yang dianggap tidak penting seperti makan minum, 

kemudian ATK cetak itu dikurangi.”76 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk efisiensi yang 

diterapkan di BKAD Kabupaten Pinrang adalah pengurangan berbagai belanja 

operasional yang dianggap tidak terlalu mendesak. Pengurangan tersebut 

meliputi biaya makan dan minum rapat, penggunaan alat tulis kantor (ATK), 

biaya pencetakan dokumen, serta penerapan sistem Work From Anywhere 

(WFA). Kebijakan ini dilakukan untuk menekan pengeluaran tanpa 

mengganggu pelaksanaan tugas utama organisasi. 

Lebih lanjut, penerapan sistem WFA juga menjadi salah satu strategi 

efisiensi yang berdampak pada berkurangnya penggunaan fasilitas kantor 

seperti listrik, air, serta kebutuhan operasional lainnya. Dengan adanya 
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pengaturan pola kerja tersebut, penggunaan sumber daya dapat lebih 

terkendali sehingga anggaran yang tersedia dapat dialihkan pada kebutuhan 

yang lebih prioritas. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD 

Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menjelaskan bahwa: 

“Bentuk efisiensi yang dilakukan antara lain mengurangi penggunaan 

kertas dengan memanfaatkan dokumen digital, menghemat penggunaan 

listrik dan air, membatasi pengadaan ATK, serta mengoptimalkan 

penggunaan fasilitas yang sudah tersedia.”77 

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa efisiensi anggaran 

tidak hanya dilakukan melalui pengurangan belanja operasional, tetapi juga 

melalui perubahan pola kerja yang lebih efektif dan hemat. Pemanfaatan 

dokumen digital menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk 

mengurangi penggunaan kertas sekaligus mendukung proses administrasi 

yang lebih cepat dan praktis. Selain itu, upaya penghematan listrik, air, serta 

pembatasan penggunaan alat tulis kantor menunjukkan adanya kesadaran 

untuk menggunakan fasilitas kantor secara lebih bijaksana. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk penerapan efisiensi 

anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui pengurangan 

belanja operasional yang dianggap kurang prioritas, pembatasan penggunaan 

alat tulis kantor dan biaya pencetakan dokumen, penghematan penggunaan 

listrik dan air, penerapan sistem Work From Anywhere (WFA), serta 

pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi. 

b. Penetapan Skala Prioritas dalam Penggunaan Anggaran 

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai bagaimana BKAD 

Kabupaten Pinrang menentukan prioritas penggunaan anggaran agar tetap 

efektif di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Penetapan skala prioritas 

menjadi hal yang penting karena keterbatasan anggaran mengharuskan 
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organisasi untuk memilih kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian 

tujuan dan target kinerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa: 

"Di dalam pemerintahan itu ada namanya skala prioritas. Yang dianggap 

paling mendesak kita dahulukan, kemudian yang paling penting juga kita 

prioritaskan. Jadi kita berdasarkan kebutuhan yang paling penting dan 

yang sangat mendesak."78 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran di BKAD 

Kabupaten Pinrang tidak dilakukan secara merata pada seluruh kegiatan, 

melainkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi masing-masing 

program. Kegiatan yang dianggap paling penting dan mendesak akan menjadi 

prioritas utama dalam pengalokasian anggaran. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran, Bapak 

A. Ardiansyah, yang menyatakan bahwa: 

"Mengutamakan skala prioritas. Mengutamakan harus prioritas yang 

mana yang harus dipertahankan, yang mana yang tidak dipertahankan."79 

Menurut beliau, dalam kondisi efisiensi anggaran, setiap kegiatan harus 

dievaluasi kembali untuk menentukan apakah kegiatan tersebut benar-benar 

perlu dilaksanakan atau dapat dikurangi tanpa mengganggu pencapaian tujuan 

organisasi. 

Selain itu, Staf Bidang Anggaran, Ibu Hajerah Johan juga menjelaskan 

bahwa: 

"Prioritas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang paling penting dan 

mendesak serta kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja 

organisasi."80 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan prioritas anggaran 

tidak hanya mempertimbangkan tingkat kebutuhan, tetapi juga 

mempertimbangkan kontribusi kegiatan terhadap pencapaian target dan 

kinerja organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BKAD 

Kabupaten Pinrang menerapkan prinsip selektivitas dalam penggunaan 

anggaran. Setiap kegiatan yang diusulkan terlebih dahulu dievaluasi 

berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta keterkaitannya dengan target 

kinerja organisasi sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara 

optimal. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan skala prioritas menjadi 

salah satu strategi utama dalam penerapan efisiensi anggaran di BKAD 

Kabupaten Pinrang. Prioritas penggunaan anggaran ditentukan berdasarkan 

tingkat urgensi, kebutuhan organisasi, serta kontribusinya terhadap 

pencapaian target kinerja. 

c. Faktor Pendukung dan Kendala Penerapan Efisiensi Anggaran 

Dalam pelaksanaan efisiensi anggaran, terdapat berbagai faktor yang 

mendukung keberhasilan penerapannya serta beberapa kendala yang dihadapi 

oleh BKAD Kabupaten Pinrang. Faktor pendukung dan kendala tersebut 

menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana kebijakan efisiensi 

anggaran dapat diterapkan secara optimal dalam lingkungan organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa: 

"Salah satunya itu bagaimana disiplinnya pegawai, termasuk juga 

kebijakan pimpinan. Termasuk bagaimana pimpinan merespons apa yang 

menjadi kebijakan pemerintah pusat kemudian ditindaklanjuti oleh 

seluruh personil yang ada."81 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan 

efisiensi anggaran sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan serta 

kedisiplinan pegawai dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Dukungan dari seluruh unsur organisasi menjadi faktor penting agar 

pelaksanaan efisiensi dapat berjalan sesuai tujuan. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran, Ibu Hajerah 

Johan yang menyatakan bahwa: 

"Faktor yang paling mendukung adalah komitmen pimpinan, kedisiplinan 

pegawai, serta adanya aturan dan kebijakan yang jelas terkait efisiensi 

anggaran."82 

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa keberadaan regulasi yang jelas 

serta dukungan pimpinan menjadi landasan utama dalam penerapan efisiensi 

anggaran. Selain itu, kesadaran dan kedisiplinan pegawai juga berperan dalam 

memastikan setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten. 

Di sisi lain, pelaksanaan efisiensi anggaran juga menghadapi beberapa 

kendala. Bapak Ma'dika menjelaskan bahwa: 

"Kendalanya itu tetap pada proporsional pelaksanaan pekerjaan yang 

harus kita lakukan dengan anggaran terbatas."83 

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Pinrang, 

Bapak A. Ardiansyah, menyatakan bahwa: 

"Kendalanya, ya kebiasaan."84 

Selain itu, Ibu Hajerah Johan juga menjelaskan bahwa: 

"Kendalanya itu adanya keterbatasan anggaran untuk beberapa kegiatan 

yang membutuhkan biaya lebih besar, sehingga perlu penyesuaian dalam 

pelaksanaannya."85 

                                                           
82
 Hajerah Johan, “Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.” 25 Mei 

2026 
83
 Ma‟dika, “Wawancara Kassub Program.” 8 Juni 2026 

84
 Ardiansyah, “Wawancara Kepala Bidang Anggaran.” 25 Mei 2026 

85
 Hajerah Johan, “Wawancara Staff Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.” 25 Mei 

2025 



62 

 

 
 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan 

efisiensi anggaran berasal dari keterbatasan anggaran yang tersedia serta 

perlunya penyesuaian terhadap kebiasaan kerja yang sebelumnya telah 

berlangsung. Pegawai dituntut untuk mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

sumber daya yang lebih terbatas tanpa mengurangi kualitas hasil kerja. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung penerapan 

efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang meliputi komitmen pimpinan, 

kedisiplinan pegawai, serta adanya aturan dan kebijakan yang jelas. 

Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, 

tuntutan pelaksanaan pekerjaan yang tetap harus berjalan optimal, serta 

perlunya penyesuaian terhadap pola dan kebiasaan kerja yang baru. 

d. Transparansi dan Pengawasan dalam Pengelolaan Anggaran 

Selain melakukan penghematan dan penetapan skala prioritas, penerapan 

efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang juga didukung oleh 

transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Transparansi 

diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat 

dipertanggungjawabkan, sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan 

bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa: 

"Ada inspektorat yang mereview, lalu ada BPK yang memeriksa 

pengelolaan anggaran yang ada di lingkungan kerja masing-masing 

SKPD."86 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di BKAD 

Kabupaten Pinrang tidak hanya diawasi secara internal, tetapi juga melalui 

pengawasan eksternal oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan 
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anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran, Ibu Hajerah 

Johan yang menyatakan bahwa: 

"Transparansi diterapkan melalui penyusunan laporan keuangan yang 

terbuka, pemeriksaan oleh atasan, Inspektorat, dan BPK, serta 

penggunaan sistem keuangan yang dapat dipantau dan 

dipertanggungjawabkan."87 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui 

penyusunan laporan keuangan yang terbuka serta penggunaan sistem 

keuangan yang mendukung proses pengawasan dan pertanggungjawaban. 

Dengan adanya sistem tersebut, penggunaan anggaran dapat dipantau 

sehingga meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

Selain dari pihak internal, pengawasan juga dilakukan oleh DPRD 

sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan 

anggaran daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusmiati selaku 

Staf Penelaah Teknis Kebijakan DPRD Kabupaten Pinrang menjelaskan 

bahwa: 

"DPRD melakukan rapat dengan pihak OPD untuk mengevaluasi 

bagaimana realisasi anggaran. Misalnya realisasinya kurang, apa 

alasannya di situ DPRD pertanyakan."88 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPRD turut berperan dalam 

mengawasi pelaksanaan anggaran melalui rapat evaluasi dan pembahasan 

realisasi anggaran bersama organisasi perangkat daerah. Melalui proses 

tersebut, DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap 

penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa 

transparansi dan pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Pengawasan 

dilakukan secara berlapis melalui atasan langsung, Inspektorat, BPK, serta 

DPRD sehingga penggunaan anggaran dapat dikontrol dengan baik. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan 

pengelolaan anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui 

penyusunan laporan keuangan yang terbuka, penggunaan sistem keuangan 

yang dapat dipantau, pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK, serta 

pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh DPRD terhadap realisasi 

anggaran daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, 

diketahui bahwa penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang 

dilakukan melalui berbagai langkah penghematan dan optimalisasi penggunaan 

sumber daya. Bentuk efisiensi yang diterapkan meliputi pengurangan belanja 

operasional yang dianggap kurang prioritas, pembatasan penggunaan alat tulis 

kantor dan biaya pencetakan dokumen, penghematan penggunaan listrik dan air, 

penerapan sistem Work From Anywhere (WFA), serta pemanfaatan teknologi 

digital dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi. 

Selain itu, BKAD Kabupaten Pinrang menerapkan skala prioritas dalam 

penggunaan anggaran dengan memfokuskan alokasi anggaran pada kegiatan 

yang dianggap penting, mendesak, dan mendukung pencapaian target organisasi. 

Penerapan efisiensi anggaran juga didukung oleh komitmen pimpinan, 

kedisiplinan pegawai, serta adanya aturan yang jelas, meskipun masih terdapat 

beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan penyesuaian terhadap 

kebiasaan kerja yang baru. 

Dalam pelaksanaannya, efisiensi anggaran turut didukung oleh transparansi 

dan pengawasan yang dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan, 

penggunaan sistem keuangan yang terintegrasi, pemeriksaan oleh Inspektorat dan 
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BPK, serta pengawasan dari DPRD Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, 

penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang tidak hanya berfokus 

pada penghematan anggaran, tetapi juga pada upaya meningkatkan efektivitas 

penggunaan sumber daya, menjaga akuntabilitas, serta memastikan bahwa 

anggaran digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan organisasi. 

2. Dampak Penerapan Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai dan 

Kinerja Organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang 

Penerapan efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada pengelolaan 

keuangan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi. Kebijakan efisiensi anggaran menuntut setiap pegawai untuk mampu 

bekerja secara lebih efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana dampak 

efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai maupun kinerja organisasi 

berdasarkan pengalaman dan persepsi para informan yang terlibat langsung 

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di 

BKAD Kabupaten Pinrang, diperoleh informasi bahwa penerapan efisiensi 

anggaran memberikan berbagai dampak baik terhadap kinerja pegawai maupun 

kinerja organisasi. Dampak tersebut terlihat dari perubahan pola kerja pegawai, 

kualitas pelayanan yang diberikan, serta efektivitas organisasi dalam mencapai 

tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan. 

Untuk memahami dampak tersebut secara lebih mendalam, peneliti 

mengelompokkan hasil wawancara ke dalam beberapa tema yang berkaitan 

dengan pengaruh efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan kinerja 

organisasi sebagai berikut: 

a. Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja Pegawai 

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai dampak penerapan 

efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai di BKAD Kabupaten Pinrang. 

Kinerja pegawai merupakan salah satu aspek yang dapat dipengaruhi oleh 
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kebijakan efisiensi anggaran karena adanya penyesuaian penggunaan sumber 

daya, perubahan pola kerja, serta pembatasan pada beberapa kegiatan 

operasional. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana persepsi 

dan pengalaman pegawai terhadap dampak kebijakan tersebut dalam 

pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa: 

"Kalau efisiensi anggaran pada kinerja ini sebenarnya tidak terlalu 

berpengaruh banyak. Artinya begini, walaupun ada efisiensi anggaran, 

tapi kinerja pegawai tetap kualitasnya sama dengan sebelumnya. Artinya 

karena tetap dilakukan pengawasan oleh pimpinan."89 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran 

tidak menyebabkan penurunan kualitas kinerja pegawai. Meskipun terdapat 

kebijakan penghematan anggaran dan perubahan pola kerja, pegawai tetap 

mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena 

adanya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD 

Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menyatakan bahwa: 

"Efisiensi anggaran mendorong pegawai untuk bekerja lebih efektif dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal tanpa mengurangi 

kualitas pekerjaan."90 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran justru 

mendorong pegawai untuk lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang 

tersedia. Pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang 

lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas hasil kerja yang 

diharapkan oleh organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan 

efisiensi anggaran telah mendorong perubahan pola kerja pegawai menjadi 
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lebih produktif dan terarah. Pegawai berusaha menyesuaikan diri dengan 

kondisi anggaran yang terbatas melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan 

waktu yang lebih baik, serta penggunaan fasilitas kerja secara lebih efisien. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu berdampak 

negatif terhadap kinerja pegawai, melainkan dapat menjadi dorongan untuk 

meningkatkan efektivitas kerja. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran di 

BKAD Kabupaten Pinrang tidak menurunkan kualitas kinerja pegawai. 

Sebaliknya, kebijakan tersebut mendorong pegawai untuk bekerja lebih 

efektif, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta tetap menjaga 

kualitas pekerjaan meskipun terdapat keterbatasan anggaran. 

b. Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kualitas dan Kecepatan Pelayanan 

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai dampak penerapan 

efisiensi anggaran terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan yang diberikan 

oleh BKAD Kabupaten Pinrang. Sebagai instansi yang memberikan 

pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah, BKAD dituntut untuk 

tetap memberikan pelayanan yang optimal meskipun terdapat kebijakan 

efisiensi anggaran yang mengharuskan adanya penghematan pada beberapa 

aspek operasional. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa: 

"Kalau misalnya terkait dengan pelayanan ini, sekiranya hampir sama saja 

dengan sebelumnya. Kecuali mungkin ada pelayanan pada hari WFA itu 

agak terpengaruh, tetapi pada dasarnya untuk pelayanan umum tetap 

berjalan."91 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh BKAD Kabupaten Pinrang tetap dapat dipertahankan 

meskipun kebijakan efisiensi anggaran telah diterapkan. Namun, adanya 

penerapan sistem Work From Anywhere (WFA) pada waktu tertentu dapat 
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memengaruhi kecepatan pelayanan karena jumlah pegawai yang bertugas di 

kantor menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Anggaran BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak A. Ardiansyah yang menyatakan bahwa: 

"Dari segi kualitas tidak ada yang berubah sih. Cuman memang karena 

adanya perubahan waktu kerja, pasti akan berdampak."92 

Beliau juga menjelaskan bahwa berkurangnya jumlah pegawai yang 

bertugas secara langsung pada waktu tertentu dapat menyebabkan pelayanan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal. 

Meskipun demikian, pelayanan tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab yang ada. 

Selain itu, Staf Bidang Anggaran, Ibu Hajerah Johan menjelaskan bahwa: 

"Secara umum kualitas pelayanan tetap terjaga. Namun, dalam kondisi 

tertentu efisiensi dapat mempengaruhi kecepatan pelayanan sehingga 

diperlukan pengaturan kerja yang lebih baik."93 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak secara 

langsung menurunkan kualitas pelayanan, tetapi lebih berpengaruh pada aspek 

kecepatan pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pekerjaan yang 

baik agar pelayanan kepada pengguna layanan tetap berjalan secara optimal. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran di 

BKAD Kabupaten Pinrang tidak memberikan dampak yang signifikan 

terhadap kualitas pelayanan. Namun, kebijakan efisiensi dan perubahan pola 

kerja yang diterapkan dapat memengaruhi kecepatan pelayanan pada kondisi 

tertentu, terutama ketika jumlah pegawai yang bertugas secara langsung 

berkurang. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, 

diketahui bahwa penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang 
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memberikan dampak terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Meskipun 

terdapat kebijakan efisiensi anggaran, para informan menyatakan bahwa kualitas 

kinerja pegawai tetap dapat dipertahankan karena adanya pengawasan dari 

pimpinan serta kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan perubahan 

yang terjadi. Efisiensi anggaran justru mendorong pegawai untuk bekerja lebih 

efektif, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta 

meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. 

Dari aspek pelayanan, penerapan efisiensi anggaran tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

BKAD Kabupaten Pinrang. Namun, dalam kondisi tertentu, kebijakan efisiensi 

seperti penerapan sistem Work From Anywhere (WFA) dapat memengaruhi 

kecepatan pelayanan karena adanya penyesuaian pola kerja pegawai. Meskipun 

demikian, pelayanan tetap dapat berjalan dengan baik melalui pengaturan kerja 

yang efektif dan koordinasi yang optimal antarpegawai. 

Selain berdampak pada kinerja pegawai, efisiensi anggaran juga memberikan 

dampak terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Organisasi menjadi lebih 

fokus dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, lebih selektif dalam 

penggunaan anggaran, serta lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia. Dengan demikian, penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten 

Pinrang tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi, melainkan mendorong 

terciptanya pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran 

sehingga target organisasi tetap dapat dicapai dengan baik. 

3. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

di BKAD Kabupaten Pinrang 

Prinsip akuntansi syariah merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman 

dalam pengelolaan keuangan agar dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, 

adil, dan transparan. Meskipun BKAD Kabupaten Pinrang merupakan instansi 

pemerintah yang tidak secara khusus menerapkan sistem keuangan syariah, nilai-

nilai yang terkandung dalam prinsip akuntansi syariah tetap dapat diterapkan 
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dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip tersebut penting 

untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, 

diperoleh informasi bahwa beberapa prinsip akuntansi syariah telah diterapkan 

dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Penerapan 

tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas, proses pengelolaan anggaran, 

penyusunan laporan keuangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran 

kepada pihak yang berwenang. 

Untuk memahami penerapan prinsip akuntansi syariah secara lebih mendalam, 

hasil wawancara dikelompokkan ke dalam beberapa tema sebagai berikut: 

a. Penerapan Prinsip Amanah (Pertanggungjawaban) 

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai penerapan prinsip 

amanah dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. 

Dalam akuntansi syariah, amanah merupakan salah satu prinsip utama yang 

menekankan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan 

dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa: 

"Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan 

disertai bukti yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku."94 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap pengeluaran anggaran 

yang dilakukan harus memiliki dasar yang jelas serta didukung oleh dokumen 

pertanggungjawaban yang lengkap. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD 

Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menjelaskan bahwa: 

                                                           
94
 Ma‟dika, “Wawancara Kassub Program.” 8 Juni 2026 



71 

 

 
 

"Dengan menggunakan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, 

menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta 

memastikan setiap pengeluaran memiliki bukti yang lengkap."95 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah diwujudkan 

melalui kepatuhan terhadap aturan, ketepatan dalam penyusunan laporan 

pertanggungjawaban, serta kelengkapan dokumen pendukung setiap transaksi 

keuangan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah dalam 

pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang diwujudkan 

melalui penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan 

laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta kelengkapan bukti pada 

setiap transaksi keuangan. Hal ini mencerminkan adanya tanggung jawab 

dalam pengelolaan keuangan daerah agar setiap penggunaan anggaran dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik. 

b. Penerapan Prinsip Kejujuran dan Transparansi 

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai penerapan prinsip 

kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD 

Kabupaten Pinrang. Dalam akuntansi syariah, kejujuran dan transparansi 

merupakan prinsip yang sangat penting karena berkaitan dengan penyampaian 

informasi keuangan yang benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada pihak yang berkepentingan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa: 

"Laporan keuangan disusun sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan 

mengikuti ketentuan yang berlaku sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan."96 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan 

dilakukan secara jujur dan berdasarkan data yang sebenarnya tanpa adanya 

manipulasi informasi keuangan. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD 

Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menjelaskan bahwa: 

"Nilai kejujuran dan keadilan dijaga dengan menyajikan data sesuai 

kondisi yang sebenarnya, tidak memanipulasi laporan, serta memastikan 

seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan 

akuntabel."97 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan 

transparansi diterapkan melalui penyajian informasi keuangan yang sesuai 

dengan kondisi sebenarnya serta keterbukaan dalam proses pengelolaan 

keuangan daerah. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten 

Pinrang diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan berdasarkan kondisi 

yang sebenarnya, tidak melakukan manipulasi data, serta menerapkan 

keterbukaan dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan. 

c. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pada bagian ini, peneliti menggali informasi mengenai penerapan prinsip 

keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. 

Dalam akuntansi syariah, prinsip keadilan mengharuskan setiap proses 

pengelolaan keuangan dilakukan secara proporsional, tidak memihak, dan 

sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Program BKAD 

Kabupaten Pinrang, Bapak Ma'dika, menjelaskan bahwa: 
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"Penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing kegiatan dan tidak boleh digunakan di luar peruntukannya."98 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan diterapkan 

melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah 

ditetapkan sehingga setiap program memperoleh alokasi anggaran yang 

proporsional. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Staf Bidang Anggaran BKAD 

Kabupaten Pinrang, Ibu Hajerah Johan yang menjelaskan bahwa: 

"Nilai kejujuran dan keadilan dijaga dengan menyajikan data sesuai 

kondisi yang sebenarnya serta memastikan seluruh proses pengelolaan 

keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel."99 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan tidak hanya 

diterapkan dalam penggunaan anggaran, tetapi juga dalam penyajian 

informasi keuangan yang objektif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam 

pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang diwujudkan 

melalui penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukannya, 

pemberian alokasi anggaran secara proporsional, serta penyajian informasi 

keuangan secara objektif dan transparan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, 

diketahui bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah telah diterapkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang. Penerapan tersebut 

tercermin melalui pelaksanaan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan 

keadilan dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan 

keuangan. 

Prinsip amanah diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai ketentuan 

yang berlaku, penyusunan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta 
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kelengkapan bukti transaksi. Sementara itu, prinsip kejujuran dan transparansi 

diterapkan melalui penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya serta keterbukaan dalam proses pelaporan keuangan. Adapun prinsip 

keadilan diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan 

peruntukannya serta penyajian informasi keuangan secara objektif dan 

proporsional. 

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang 

tidak hanya berpedoman pada ketentuan administratif yang berlaku, tetapi juga 

mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip akuntansi syariah, yaitu 

amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

B. Pembahasan Penelitian 

Kebijakan efisiensi anggaran merupakan salah satu kebijakan strategis 

pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang 

lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini lahir sebagai 

respons terhadap kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran di 

tengah keterbatasan kapasitas fiskal, meningkatnya tuntutan pelayanan publik, 

serta perlunya memastikan bahwa setiap belanja pemerintah memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Melalui kebijakan efisiensi, 

pemerintah tidak hanya menekankan penghematan belanja, tetapi juga 

mendorong pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas sehingga 

program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian 

tujuan organisasi tetap dapat terlaksana secara optimal. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut juga menjadi perhatian pemerintah melalui 

berbagai regulasi, salah satunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Regulasi 

tersebut mengarahkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah 

untuk melakukan penyesuaian belanja melalui pengendalian pengeluaran yang 
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kurang prioritas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan 

efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak dimaknai 

sebagai sekadar pengurangan belanja, melainkan sebagai upaya mengoptimalkan 

penggunaan sumber daya agar menghasilkan kinerja yang lebih baik.100 

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengelola 

keuangan daerah, BKAD Kabupaten Pinrang turut melaksanakan kebijakan 

efisiensi anggaran melalui berbagai penyesuaian dalam pengelolaan sumber 

daya, pelaksanaan program, dan penggunaan anggaran. Penerapan kebijakan 

tersebut tentu memberikan berbagai implikasi terhadap pelaksanaan tugas 

organisasi, kinerja pegawai, serta tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, 

pembahasan dalam penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan hasil wawancara 

yang diperoleh dari para informan, tetapi juga menganalisis temuan penelitian 

berdasarkan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, serta menjelaskan 

penyebab, proses pelaksanaan, dampak, dan implikasi dari penerapan efisiensi 

anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang. Dengan pendekatan tersebut, 

pembahasan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai pelaksanaan efisiensi anggaran dan pengaruhnya terhadap kinerja 

organisasi serta penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

1. Penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang 

Penerapan efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah penting yang 

dilakukan instansi pemerintah dalam mengelola keuangan daerah agar 

penggunaan sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat yang 

optimal. Di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya tuntutan terhadap 

kinerja organisasi, setiap perangkat daerah dituntut untuk mampu mengelola 

anggaran secara hemat tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan 
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pelayanan. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep Value for Money yang 

menekankan pentingnya aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam 

pengelolaan keuangan sektor publik sehingga anggaran yang digunakan dapat 

memberikan hasil yang maksimal. 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan efisiensi anggaran di BKAD 

Kabupaten Pinrang dilakukan melalui berbagai upaya penghematan dan 

optimalisasi penggunaan sumber daya. Bentuk efisiensi yang diterapkan 

antara lain pengurangan belanja operasional yang kurang prioritas, 

pembatasan penggunaan alat tulis kantor dan biaya pencetakan dokumen, 

penghematan penggunaan listrik dan air, penerapan sistem Work From 

Anywhere (WFA), serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan 

pekerjaan administrasi. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk 

memastikan bahwa penggunaan anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan 

organisasi tanpa mengurangi kualitas pekerjaan yang dihasilkan. 

Selain itu, BKAD Kabupaten Pinrang juga menerapkan skala prioritas 

dalam penggunaan anggaran. Setiap kegiatan yang dianggap penting dan 

mendukung pencapaian tujuan organisasi diberikan prioritas utama dalam 

pengalokasian anggaran, sedangkan kegiatan yang kurang mendesak 

disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tersedia. Melalui penerapan skala 

prioritas tersebut, organisasi dapat mengalokasikan anggaran secara lebih 

tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang menjadi fokus utama tetap 

dapat terlaksana dengan baik. 

Pelaksanaan efisiensi anggaran juga didukung oleh berbagai faktor, 

seperti komitmen pimpinan, kedisiplinan pegawai, serta adanya sistem 

pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan dilakukan 

melalui pemeriksaan internal maupun eksternal oleh Inspektorat, BPK, dan 

DPRD Kabupaten Pinrang. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dan 

pelaporan keuangan turut menjadi faktor yang mendukung keberhasilan 
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penerapan efisiensi anggaran karena setiap penggunaan anggaran dapat 

dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitri, Simatupang, Mauliza, 

dan Mariana yang menunjukkan bahwa penerapan efisiensi anggaran mampu 

meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 

melalui penggunaan sumber daya yang lebih tepat sasaran.101 Temuan tersebut 

juga didukung oleh penelitian Salman dan Ikbal yang menyatakan bahwa 

efisiensi anggaran dapat mengurangi pemborosan, memperkuat alokasi 

sumber daya, serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. 

Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 

memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang 

lebih baik dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.102 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, efisiensi anggaran di 

BKAD Kabupaten Pinrang tidak hanya dipahami sebagai upaya penghematan 

anggaran, tetapi juga sebagai strategi untuk mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya yang tersedia. Berbagai langkah yang dilakukan, seperti 

penetapan skala prioritas, pemanfaatan teknologi digital, pengendalian belanja 

operasional, serta penguatan pengawasan penggunaan anggaran, menunjukkan 

adanya upaya untuk mencapai hasil kerja yang maksimal dengan penggunaan 

sumber daya yang lebih hemat. Kondisi tersebut mencerminkan prinsip 

efisiensi dalam Value for Money, di mana organisasi berusaha memperoleh 

output yang optimal tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

organisasi. Dengan demikian, penerapan efisiensi anggaran telah mendukung 

terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel di BKAD Kabupaten Pinrang. 
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2. Dampak penerapan efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai dan 

kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang menurut persepsi dan 

pengalaman pegawai 

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi merupakan aspek yang penting 

dalam menentukan keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dalam organisasi sektor publik, penerapan efisiensi anggaran 

sering kali menimbulkan berbagai persepsi karena dapat memengaruhi pola 

kerja, penggunaan sumber daya, serta pelaksanaan program dan kegiatan 

organisasi. Oleh karena itu, dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja 

pegawai dan organisasi perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana 

kebijakan tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian 

tujuan organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan efisiensi anggaran di BKAD 

Kabupaten Pinrang tidak memberikan dampak negatif yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Meskipun terdapat berbagai penyesuaian dalam 

penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, pegawai tetap mampu 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Pemanfaatan 

teknologi digital serta penyesuaian pola kerja yang lebih fleksibel membantu 

pegawai tetap produktif dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang 

telah ditentukan. Selain itu, komitmen dan tanggung jawab pegawai terhadap 

tugas yang diberikan menjadi faktor penting yang mendukung terjaganya 

kualitas kinerja selama kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. 

Dari sisi organisasi, penerapan efisiensi anggaran memberikan dampak 

positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

BKAD Kabupaten Pinrang. Organisasi menjadi lebih fokus dalam 

menentukan prioritas kegiatan dan penggunaan anggaran sehingga sumber 

daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Melalui 

penetapan skala prioritas tersebut, kegiatan yang memiliki kontribusi besar 



79 

 

 
 

terhadap pencapaian tujuan organisasi tetap dapat dilaksanakan secara 

maksimal meskipun terdapat keterbatasan anggaran yang harus dihadapi. 

Selain berdampak pada pencapaian target organisasi, efisiensi anggaran 

juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih disiplin dan 

bertanggung jawab. Pegawai menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan 

fasilitas kantor serta lebih memperhatikan kebutuhan dalam setiap 

penggunaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efisiensi 

anggaran tidak hanya berdampak pada aspek keuangan, tetapi juga 

berpengaruh terhadap perilaku kerja pegawai dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari. Dengan demikian, kebijakan efisiensi anggaran turut mendorong 

terciptanya lingkungan kerja yang lebih efektif dan produktif. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Marsselia dan Fitriasuri 

yang menunjukkan bahwa persepsi positif pegawai terhadap efisiensi 

anggaran dapat meningkatkan produktivitas, disiplin, dan akuntabilitas 

kerja.103 Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian Setiawan dan Ramdan 

yang menyatakan bahwa efisiensi anggaran berpengaruh terhadap peningkatan 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui penggunaan sumber daya 

yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Kesamaan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan kinerja pegawai maupun kinerja organisasi apabila 

diterapkan secara tepat dan didukung oleh seluruh unsur dalam organisasi.104 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dampak efisiensi 

anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang cenderung memberikan pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Meskipun terdapat 

beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, pegawai tetap mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan organisasi tetap dapat mencapai 

                                                           
103
 Salsabil Marsselia, “Analisis Persepsi Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada 

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan.” 
104
 Setiawan and Ramdan, “Pengaruh Realisasi Anggaran, Efisiensi Anggaran Dan 

Pengendalian Akuntansi Terhadap Akun.” 
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target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi 

anggaran tidak selalu menghambat kinerja, tetapi justru dapat menjadi sarana 

untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kedisiplinan 

kerja, serta memperkuat efektivitas dan akuntabilitas organisasi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

3. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan 

daerah di BKAD Kabupaten Pinrang 

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dituntut untuk memenuhi 

aspek administratif dan regulasi yang berlaku, tetapi juga perlu 

memperhatikan nilai-nilai etika dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif 

akuntansi syariah, pengelolaan keuangan harus dilandasi oleh prinsip 

amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan agar setiap penggunaan 

anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. 

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk mewujudkan tata 

kelola keuangan yang akuntabel serta menciptakan kepercayaan terhadap 

pengelolaan keuangan daerah. 

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58: 

َ  َّ نِ  َِ ت ْنََ  َْمكَْرْمْأَ   َ  تَ كََ  اََُّْؤُ َّ إتَ ْهََل هَا َّ ىَلِ  ا َا َُ مَتَمأَْ   َْ مْتَْت ْنََ  تىسِان   َنََيَ   َُ  َ اىََََْا   اَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan 

adil." (QS. An-Nisa: 58).105 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap amanah harus dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab serta keadilan. 

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, amanah dapat diwujudkan 

melalui penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
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 Al-Qur’an Al-Karim, QS.An-Nisa' [4]:58. 
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penyusunan laporan keuangan yang jujur, serta keterbukaan dalam 

menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, 

prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut menjadi landasan 

dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran secara proporsional 

sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat. 

Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya menjaga 

amanah dalam setiap tanggung jawab yang diberikan. Sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW: 

 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِي تِھِ 

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR. Bukhari 

dan Muslim).106 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap individu yang diberikan 

amanah akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajibannya. 

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, amanah tersebut diwujudkan 

melalui penggunaan anggaran yang sesuai ketentuan, penyusunan laporan 

pertanggungjawaban yang benar, serta pengelolaan keuangan yang 

transparan dan adil sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat maupun kepada Allah SWT. 

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip amanah telah diterapkan dalam 

pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Pinrang melalui 

penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyusunan 

laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu, serta kelengkapan dokumen 

pendukung pada setiap transaksi keuangan. Setiap penggunaan anggaran 

harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti yang jelas 

sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab 
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dalam mengelola anggaran menjadi salah satu aspek yang diperhatikan 

dalam pelaksanaan tugas di lingkungan BKAD Kabupaten Pinrang. 

Selain prinsip amanah, penerapan prinsip kejujuran dan transparansi 

juga terlihat dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. 

Informasi keuangan disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa 

adanya manipulasi data serta disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dan pelaksanaan 

pengawasan terhadap penggunaan anggaran sehingga setiap proses 

pengelolaan keuangan dapat diketahui dan dievaluasi oleh pihak yang 

berwenang. Dengan adanya keterbukaan tersebut, pengelolaan keuangan 

menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Prinsip keadilan juga telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan 

daerah melalui penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan 

dan peruntukannya. Setiap program dan kegiatan memperoleh alokasi 

anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan organisasi sehingga 

penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara proporsional. Penerapan 

prinsip keadilan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan 

keuangan dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan ketimpangan 

dalam pelaksanaan program maupun kegiatan organisasi. 

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muslimin, 

Iksan, dkk. yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang didukung 

oleh sistem yang baik dan transparan dapat meningkatkan efektivitas, 

efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Temuan ini juga sejalan 

dengan penelitian Fitri, Simatupang, Mauliza, dan Mariana  yang 

menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang berorientasi pada efektivitas 

dan akuntabilitas mampu mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang 

lebih baik. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
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transparansi, tanggung jawab, dan penggunaan anggaran yang tepat menjadi 

faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang berkualitas.107 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan prinsip 

akuntansi syariah di BKAD Kabupaten Pinrang telah tercermin melalui 

pelaksanaan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam 

setiap proses pengelolaan keuangan daerah. Penerapan prinsip-prinsip 

tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi 

pada kepatuhan terhadap aturan administrasi, tetapi juga memperhatikan 

nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran. Dengan 

demikian, penerapan prinsip akuntansi syariah telah mendukung 

terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, 

dan bertanggung jawab di BKAD Kabupaten Pinrang.
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Penganggaran Berbasis Kinerja Di Pemerintah Daerah.” 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Efisiensi Anggaran pada 

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan efisiensi anggaran di BKAD Kabupaten Pinrang dilakukan melalui 

berbagai langkah penghematan dan optimalisasi penggunaan sumber daya, 

seperti pembatasan belanja operasional yang kurang prioritas, penghematan 

penggunaan listrik dan air, pemanfaatan teknologi digital, penerapan sistem 

Work From Anywhere (WFA), serta penetapan skala prioritas dalam 

penggunaan anggaran. Penerapan efisiensi tersebut didukung oleh komitmen 

pimpinan, kedisiplinan pegawai, serta sistem pengawasan yang melibatkan 

Inspektorat, BPK, dan DPRD Kabupaten Pinrang. 

2. Penerapan efisiensi anggaran memberikan dampak yang relatif positif 

terhadap kinerja pegawai dan kinerja organisasi di BKAD Kabupaten Pinrang. 

Meskipun terdapat keterbatasan anggaran dan perubahan pola kerja, kualitas 

kinerja pegawai tetap dapat dipertahankan melalui pengawasan pimpinan dan 

pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selain itu, organisasi menjadi lebih 

fokus dalam menentukan prioritas kegiatan dan penggunaan anggaran 

sehingga target organisasi tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

3. Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan daerah di 

BKAD Kabupaten Pinrang tercermin melalui penerapan nilai amanah, 

kejujuran, transparansi, dan keadilan. Prinsip amanah diwujudkan melalui 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kelengkapan bukti transaksi, 

sedangkan prinsip kejujuran dan transparansi diterapkan melalui penyajian 

laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun prinsip 

keadilan diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan 
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peruntukannya sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara 

akuntabel dan bertanggung jawab. 

B. Saran 

1. Bagi BKAD Kabupaten Pinrang, diharapkan dapat terus meningkatkan 

efektivitas penerapan efisiensi anggaran dengan memperkuat pemanfaatan 

teknologi digital, meningkatkan pengawasan internal, serta mempertahankan 

budaya kerja yang mendukung penggunaan sumber daya secara efisien tanpa 

mengurangi kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. BKAD Kabupaten 

Pinrang diharapkan dapat terus menjaga penerapan prinsip-prinsip akuntansi 

syariah, khususnya nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam 

pengelolaan keuangan daerah sehingga akuntabilitas dan kepercayaan publik 

terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat terus meningkat. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

mengenai efisiensi anggaran dan kinerja organisasi dengan menggunakan 

objek penelitian yang lebih luas atau pendekatan penelitian yang berbeda 

sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai penerapan 

efisiensi anggaran di sektor publik.
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